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MOTTO 

 

“Menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah 

ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir.  

Mencari ilmu adalah jihad.”  

( Abu Hamid Al Ghazali ) 

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, 

sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”  

( QS Ar Rad 11 ) 

“Sistem pendidikan yang bijaksana setidaknya akan mengajarkan 

kita betapa sedikitnya yang belum diketahui oleh manusia, 

seberapa banyak yang masih harus ia pelajari.” 

( Sir John Lubbock ) 
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ABSTRAK 

PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM 

MENANGGULANGI PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN 

PERKEBUNAN SAWIT DESA TANJUNG AUR II (Studi Kasus Badan 

Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan) oleh Ahmad Angga 

Firnando NIM 1811150115 

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: 1. 

Bagaimana Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu 

Selatan Dalam Menanggulangi Penyelesaian Konflik Lahan. 2. Bagaiaman 

Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam 

Menanggulangi Penyelesaian Konflik Lahan kajian fiqh siyasah 

dusturiyah, Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berdasarkan 

studi kasus dengan peneliltian lapangan, data-data yang didapat melalui 

wawancara, catatan lapangan, foto dan dokumen. Tehnik observasi 

wawancara, untuk menganalisa data penulis mendeskripsikan melalui hasil 

wawaancara pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu 

Selatan. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan. 

penyelesaikan sengketa lahan pertanian perkebunan sawit telah 

dilaksankan mediasi oleh para pihak untuk mendapatkan solusi agar tidak 

terjadi konflik, namun sampai pada saat ini belum ada kepastian hukum 

serta kesepakatan dan perjanjian tersurat dalam menyelesaikan sengketa 

lahan perkebunan sawit  yang mana tanah seluas 16 hektar tersebut, hal ini 

seharusnya dapat diselesaikan dengan tindak lanjut tidak cukup sebatas 

non litigasi atau dengan cara mediasi saja  harus di sepakati dan tersurat di 

tanda tangani oleh kedua belah pihak yang bersangkutan yaitu PT. Jatropah 

Solutions dan Masyarakat agar mendapatkan kepastian hukum siapa yang 

menjadi pemilik tanah tersebut yang sebenar nya yang di buktikan dengan 

data data yang pasti, yang di tengahi oleh pihak Desa, dengan di dampingi 

oleh pihak pemerintah daerah, Kecamatan dan disaksikan jajaran BPN 

Bengkulu Selatan, untuk seharusanya waktu penyelesaian konflik 

lahan/tanah seluas 16 hektar tersebut agar kedepannya tidak terjadi konflik 

serta penyerobotan hak milik dan pengklaiman tanah oleh orang orang 

yang tidak bertanggung jawab. Dalam pandangan fiqh siyasah, khusunya 

siyasah dusturiyah yang mengatur bagaimana hubungan antara penguasa 

dengan rakyatnya, dan sudah diterapkan oleh BPN Kabupaten Bengkulu 

Selatan dalam menyelesaikan perselisihan sengketa tanah dan sesuai tugas 

dan kewajiban pemimpin dalam menyelesaikan perselisihan rakyatnya, dan 

menerapkan hukum diantar pihak-pihak yang berselisih. 

Kata kunci: BPN, Badan Pertanahan Nasional dan Fiqh Siyasah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Konflik telah menjadi bagian dari kehidupan manusia 

yang mendorong terjadinya dinamika sosial baik itu politik 

dan budaya. Konflik dapat berbahaya jika menyebabkan 

terjadinya kerusuhan massa yang mengakibatkan jatuhnya 

korban, baik itu secara sosial, psikis, maupun fisik. Banyak 

sekali konflik yang terjadi misalnya, konflik antar 

mahasiswa, konflik perebutan lahan, konflik antar suporter 

sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan 

bentuk interaksi sosial yang terjadi pada perorangan atau 

kelompok yang berupaya untuk mencapai tujuannya sendiri 

dengan mengalahkan atau menundukkan pihak lainnya.
1
 

Indonesia merupakan Negara agraris, sehingga tidak 

jarang konflik yang terjadi adalah konflik dalam hal 

memperebutkan tanah sebagai salah satu lahan produksi yang 

                                                           
1 Soetomo, Masalah Sosial dan Pembangunan, (Jakarta: Dunia 

Pustaka Jaya, 1995), h 39 
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menunjang kehidupan manusia dan merupakan salah satu 

faktor penentu kesejahteraan masyarakat di dalam suatu 

negara. Konflik lahan yang sering terjadi selama ini 

berdimensi luas, baik konflik horizontal maupun konflik 

vertikal, namun yang paling dominan adalah konflik vertikal, 

yaitu antara masyarakat dan pemerintah atau perusahaan milik 

pemerintah dan perusahaan milik swasta. Salah satu lembaga 

negara yang menyelesaikan konflik agraris ialah Badan 

Pertanahan Nasional (BPN) merupakan lembaga pemerintahan 

yang bertugas untuk melaksanakan dan mengembangkan 

administrasi pertanahan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, 

penyelesaian masalah pertanahan merupakan salah satu fungsi 

yang secara otomatis menjadi kewenangan BPN. 

Penyelesaian sengketa tanah oleh BPN perlu dilandasi 

dengan kewenangan-kewenangan yang sah berdasarkan 

peraturan perundang undangan. Bahwa dalam rangka 

menetapkan langkah dan arah dalam menangani dan 

menyelesaikan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan 

secara efektif telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan 
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Pertanahan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009, 

dimana sistem penanganan masalah pertanahan berpedoman 

kepada Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 

34 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan 

Penyelesaian Masalah Pertanahan. 

Salah satu metode penyelesaian kasus pertanahan 

ditetapkan melalui mediasi, dimana mekanisme Pelaksanaan 

Mediasi diatur dalam Petunjuk Teknis Badan Pertanahan 

Nasional Republik Indonesia Nomor: 05/JUKNIS/D.V/2007 

(Keputusan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 

2007) tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi yang 

dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2007. Sebagai 

mediator, BPN mempunyai peran membantu para pihak dalam 

memahami pandangan atau tujuan masing-masing dan 

membantu mencari hal-hal yang dianggap penting bagi 

mereka. Mediator bertanggung jawab untuk mempermudah 

penukaran informasi, mendorong diskusi mengenai perbedaan-

perbedaan kepentingan, persepsi penafsiran terhadap situasi 

dan persoalan-persoalan dan mengatur pengungkapan emosi 
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Peran Badan Pertanahan Nasional tersebut akan diteliti sebagai 

salah satu upaya Badan Pertanahan Nasional dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya dan kasus-kasus yang 

menyangkut sengketa dan konflik di bidang pertanahan dapat 

dikatakan tidak pernah surut, bahkan mempunyai 

kecenderungan untuk meningkat di dalam kompleksitas 

permasalahannya maupun kuantitasnya seiring dinamika di 

bidang ekonomi, sosial, dan politik. 

Pengaturan hukum mengenai mediasi sebagai Alternatif 

Penyelesaian Sengketa merupakan hal yang relatif baru 

dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 

sehingga dinilai masih belum cukup memadai. Undang-

undang Nomor 30 Tahun 1999 walaupun berjudul Arbitrase 

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), namun hampir 

keseluruhan isinya mengatur mengenai arbitrase, sementara 

pengaturan mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa 

lainnya tidak dijabarkan secara detail. Pengaturan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa hanya dimuat dalam Pasal 1 angka 10 
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(definisi) dan Pasal 6, selebihnya Undang-Undang ini 

mengatur mengenai Arbitrase.
2
 

Mekanisme Alternatif  Penyelesaian Sengketa lainnya 

seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian 

ahli sangat minim dimuat dalam Undang-Undang ini. Bahkan 

pengertian dari masing-masing mekanisme Alternatif 

Penyelesaian Sengketa tersebut tidak didefiniskan dalam 

Undang-Undang ini. Dalam Ketentuan Umum, hanya istilah 

Arbitrase yang didefinisikan secara tegas dalam Pasal 1 angka 

1, sedangkan istilah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, 

atau penilaian penafsiran terhadap situasi dan persoalan-

persoalan dan mengatur pengungkapan emosi. 

Peran Badan Pertanahan Nasional tersebut akan diteliti 

sebagai salah satu upaya Badan Pertanahan Nasional dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya dan Kasus-kasus yang 

menyangkut sengketa dan konflik di bidang pertanahan dapat 

dikatakan tidak pernah surut, bahkan mempunyai 

kecenderungan untuk meningkat di dalam kompleksitas 

                                                           
2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase 
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permasalahannya maupun kuantitasnya seiring dinamika di 

bidang ekonomi, sosial, dan politik. Konflik bisa terjadi di 

mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Dan konflik lahan 

yang terjadi tidak jarang menimbulkan bentrok fisik yang 

dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis terdapat konflik 

lahan perkebunan sawit antara warga dengan perusahaan, 

tepatnya di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu 

Selatan, yang mana  terdapat tanah masyarakat yang termasuk 

ke dalam luasan tanah HGU yang telah diberikan kepada PT. 

Jatropah solutions di Kecamatan Pino Raya , Kabupaten 

Bengkulu selatan, Provinsi Bengkulu, hal inilah yang 

menyebabkan terjadinya sengketa antara masyarakat dengan 

PT. Jatropah solutions Meskipun sengketa ini belum berlanjut 

dan menimbulkan perpecahan antara kedua pihak, 

kemungkinan hal tersebut terjadi tidak dapat diprediksi jika 

sengketa pertanahan tidak segera diselesaikan. Karena PT. 

Jatropah Solutions sendiri, tidak dapat menggunakan 

seluruhnya tanah HGU yang telah diberikan. 
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Awalnya tanah ini merupakan tanah peninggalan Belanda, 

pada masa itu, kemudian tanah tersebut dikelola oleh 

masyarakat Desa Tanjung Aur II dan menjadi tanah 

kepemilikan pribadi setelah mengurus surat keterangan tanah, 

kemudian tanpa sepengetahuan msayarakat, pada tahun 2010 

PT. Jatropah solution mengajukan Hak Guna Usaha, setelah 

mendapatkan HGU, ketika hendak menggunakan tanah yang 

telah di berikan seluas 1.040,4 Hektar, sesuai dengan yang 

tertulis di sertifikat, dengan nomor, 77/HGU/BPN RI/2011 

namun pada kenyataanya PT. Jatropah Solutions hanya dapat 

menggunakan tanah seluas lebih kurang 1,040,4 hektar di 

dalam 1,040,4 hektar yang biasa di garap hanya 1,024,4 

Hektar, yang mana selebihnya dikuasai dan digunakan oleh 

masyarakat sekitar yang milik hak atas tanah tersebut yang di 

luar HGU yang berjumlah 16 hektar yang belum selesai 

penyerahan dan hak penguasaan atas tanah ke pihak prusahan 

PT.Jatropah solutions.
3
 

                                                           
3 Keputusan kepala badan pertanahan naisonal republik  Indonesia 

Nomor : 77 / HGU/ BPN RI/ 2011 tentang  pemberian hak guna usaha atas 

nama PT. Jatropha solutions, atas tanah di kabupaten Bengkulu selatan 

provinsi Bengkulu kepala badan pertanahan republik Indonesia. 
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Berdasarkan keterangan diatas dimana masyarakat belum 

diberikan ganti rugi tanah tersebut, sehingga menumbulkan 

konflik antara masyarakat dengan pihak PT, yang mana lahan 

sebesar 16 hektar tersebut atas kepemilikan dari 5 orang 

diantaranya: pertama Mitri yang mempunyai luas tanah 4 

hektar, kedua Taswin yang mempunyai luas tanah 7 hektar, 

ketiga Titin yang mempunyai luas tanah 2 hektar, keempat 

Nahir yang mempunyai luas tanah 1,5 hektar, kelima Kirin 

yang mempunyai luas tanah 1,5 hektar.
 4 

Akibatnya adanya sengketa berdirinya HGU di atas tanah 

milik masyarakat antara pihak masyarakat yang berstatus 

memiliki hak atas tanah tersebut dengan pihak perushan PT. 

Jatropah tersebut tanah tersebut kini terbengkalai. Setelah 

adanya sengketa tersebut tanah semulanya sudah di garap dan 

di tanami dengan tanaman kelapa sawit akhirnya di musnakan 

kembali menjadi lahan kosong dan sampai kini belum ada 

penyelesaian terhadap pihak masyarakat maupun pihak PT 

Jatropah Solution akhirnya tanah tersebut masih terbengkalai 

                                                           
4 Arsip Desa Tanjung Aur II 
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masyarakat belum mengelolah maupun pihak PT. Jatropah 

Solution. Penguasaannya justru melanggar hak pihak yang 

pemilik tanah atau hak negara, kalau yang diduduki itu tanah 

negara dan ini melanggar Undang Undang Nomor 51 

Peraturan Pemerintah Tahun 1960 tentang Larangan 

Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya 

yang Sah. Pelanggaran-pelanggaran seperti ini masih ada dan 

berlangsung terus, hal ini terjadi karena jumlah penduduk terus 

bertambah, sudah tentu kebutuhan akan tanah terus meningkat, 

di sisi lain tanah mempunyai nilai strategi dan ekonomis. 

Untuk menjaga lahan pertanian dan perkebunan yang 

kondusif, maka penyelenggaraan lahan perkebunan harus 

dikelolah berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, 

keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan serta keadilan. 

Penyelenggaraan lahan pertanian dan perkebunan yang 

demikian sejalan dengan amanat dan jiwa pasal 33 ayat (3) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 yaitu bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di 
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dalamnya di kuasai oleh Negara dan di pergunakan untuk 

sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok 

Agraria Pasal 34 a,b,c dan d dan PP 40 Tahun 1996 Tentang 

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas 

Tanah Pasal 17 Ayat (1) huruf a dan e dan Ayat (2). 

“Berakhirnya jangka waktu sebagaimana di tetapkan dalam 

keputusan pemberian atau perpanjangannya ditelantarkan dan 

hapusnya hak guna usaha sebagaiman dimaksud ayat (1) 

mengakibatkan tanahnya kembali ke Negara,” jelasnya. Dalam 

Pasal 10 ayat (1), UU Nomor 5 Tahun 1960 yang berbunyi, 

setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak 

atas tanah pertanian pada asasnya di wajibkan mengerjakan 

atau mengusahakannya sendiri secara aktif dengan mencegah 

cara-cara pemerasan. 

Dalam kajian Hukum Islam terdapat pembahasan fiqh 

siyasah artinya, pengambilan kebijakan, pengaturan 

kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat untuk 

mencapai suatu tujuan. Siyasah juga memiliki pengertian 
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mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa 

kepada hal yang mendatangkan kebaikan. Adapun dasar-dasar 

hukum yang dipakai dalam kajian fiqh siyasah adalah al-

Qur’an, dan Hadits yang mengandung pembahasan tersebut.
5
 

Fiqih siyasah adalah salah satu disiplin ilmu tentang seluk 

beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya 

dan Negara pada khususnya ,berupa hukum , pengaturan , dan 

kebijakan yang di buat oleh pemegang kekuasaan yang 

bernafasakan ajran islam. dijelaskan dalam firman Allah Swt, 

dalam al-Qur’an surah al-Maidah ayat 49, yang berbunyi:
6
 

نَ هُمْ بِمَا انَْ زَلَ اللّّٰهُ وَلََ تَ تَّبِعْ اَهْوَاۤءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ  ٓ  وَاَنِ احْكُمْ بَ ي ْ
هُ اِليَْكَ  ٓ  بَ عْضِ مَا ٓ  اَنْ ي َّفْتِنُ وْكَ عَنْ  فاَِنْ تَ وَلَّوْا فاَعْلَمْ انََّمَا  ٓ  انَْ زَلَ اللّّٰ

هُ اَنْ يُّصِيْبَ هُمْ ببَِ عْضِ ذُنُ وْبِهِمْ  سِقُوْنَ وَ ٓ  يرُيِْدُ اللّّٰ رًا مِّنَ النَّاسِ لَفّٰ اِنَّ كَثِي ْ  
 

Artinya; “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara 

di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, 

dan janganlah kamu mengikuti keinginan mereka. Dan 

waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka 

memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang 

telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka 

berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), 

                                                           
5 Suyuthi Pulungan, Fiqh siyasah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

1994), h 22 
6 Al-Qur’an surah al-Maidah ayat 49 
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maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah 

berkehendak menimpakan musibah kepada mereka 

disebabkan dosa-dosa mereka. Dan sungguh, 

kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.” 

 

Dalam lingkup fiqh terbagi menjadi beberapa kajian yang 

meliputi siyasah dusturiyah (konstitusi dan ketatanegaraan), 

siyasah dauliyah (hubungan luar negeri dan diplomasi 

internasional), siyasah maliyah (Sistem moneter negara).
7
 

Namun pada penelitian ini hanya terfokus pada kajian 

siyasah dusturiyah, yang merupakan undang-undang atau 

peraturan. Pengertian secara umum dari siyasah dusturiyah 

adalah siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar 

tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, 

batasan kekuasaan yang sudah biasa bagi pelaksanaan urusan 

umat, serta menjalin hubungan antar penguasa dan rakyat 

menyangkut hal-hal yang mendasar dari suatu pemerintahan 

yaitu keharmonisan bubungan antara warga negara dengan 

pemimpinnya untuk memenunhi kebutuhannya.
8
 Maka sesuai 

                                                           
7 Mutiara Fahmi, Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam 

Perspektif Al-Quran, Jurnal: Petita Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, 

2007, h 2 
8 Jeje Abdul Rojak, Hukum Tata Negara Islam, (Surabaya: Uinsa 

Press, 2014), h 24 
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dengan penelitian ini, kajian siyasah dusturiyah lebih menuju 

pada kepemimpinan yang menurut ahli fiqh adalah Imamah 

yang artinya pemimpin, seperti ketua atau yang lainnya. Imam 

juga disebut khalifah yaitu pemimpin tertinggi rakyat dalam 

menyelesaikan sengketa antar warga, serta menetapkan aturan 

ditengan-tengah masyarakat yang sedang berselisih agar 

terciptanya kehidupan yang tentram. 

Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk 

mengangkat judul “Peran Badan Pertanahan Nasional 

Dalam Menanggulangi Penyelesaian Konflik Lahan 

Perkebunan Sawit Tanjung Aur II (Studi Kasus Badan 

Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan).” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten 

Bengkulu Selatan Dalam Menanggulangi Penyelesaian 

Konflik Lahan? 

2. Bagaiaman Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten 

Bengkulu Selatan Dalam Menanggulangi Penyelesaian 

Konflik Lahan kajian fiqh siyasah dusturiyah? 
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C. Tujuan Masalah 

1. Untuk mengetahui Peran Badan Pertanahan Nasional 

Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Menanggulangi 

Penyelesaian Konflik Lahan 

2. Untuk mengetahui Peran Badan Pertanahan Nasional 

Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Menanggulangi 

Penyelesaian Konflik Lahan kajian fiqh siyasah dusturiyah 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan 

Ilmu Hukum Tata Negara (siyasah) yang berkaitan dengan 

Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Menanggulangi 

Penyelesaian Konflik Lahan 

2. Praktis 

a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan 

akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari’ah 

mengenai Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam 

Menanggulangi Penyelesaian Konflik Lahan. 



15 
 

 
 

b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia 

dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan Peran Badan Pertanahan Nasional 

Dalam Menanggulangi Penyelesaian Konflik Lahan. 

E. Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan sudut pandang penulisan skripsi serta untuk 

menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka 

dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitin-

penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema skripsi 

yang setara. Berikut penelitian terdahulu: 

1. Tesis Andi Sitti Saidah Nurfaradiba Fakultas Hukum 

Universitas Hasanuddin Makasar dengan judul Peran 

Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional Kota Makassar Dalam Menyelesaikan Sengketa 

Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Peraturan Menteri 

Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 11 Tahun 2016, Tesis ini membahas 

tentang Sebagai mediator, Kementerian Agraria dan Tata 
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Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar 

mempunyai peran membantu para pihak dalam memahami 

pandangan masing-masing dan membantu mencari hal-hal 

yang dianggap penting bagi mereka. Mediasi di lingkungan 

instansi pertanahan dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota 

Makassar sebenarnya juga secara tidak di sadari telah di 

jalankan olah aparat pelaksana secara sporadis dengan 

mengandalkan kreatifitas dan seni di dalam gaya 

kepemimpinan masing-masing pejabat, tetapi baru pada 

saat sekarang ini upaya mediasi telah memiliki dasar 

hukumnya di lengkapi pedoman serta petunjuk teknis yang 

memadai sehingga tidak ada keraguan lagi bagi aparat 

pelaksana untuk menjalankannya. Sedangkan penulis 

membahas tentang peran badan pertanahan nasional dalam 

menanggulangi penyelesaian konflik lahan perspektif fiqh 

siyasah (studi kasus badan pertanahan nasional kabupaten 

bengkulu selatan), letak perbedaannya ialah peneliti 

terdahulu lebih membahas mengenai bagaimana 

kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan 
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Pertanahan Nasional sebagai mediator dalam 

menyelesaikan konflik, sedangkan penulis lebih membahas 

mengenai peran dari badan pertanahan nasional di 

kabupaten bengkulu tengah dalam menangngani konlik dan 

cara penyelesaiannya. 

2. Tesis Nesi Mongeri Fakultas Hukum Universitas Andalas 

Padang, dengan judul Peran Kantor Kementerian Agraria 

Dan Tata Ruang BPN Kota Padang Dalam Menyelesaikan 

Permasalahan Sertipikat Hak Milik Ganda Di Kota Padang, 

Tesis ini membahas tentang, cara penyelesaian yang 

dilakukan pihak berwenang menyelesaikan masalah 

sertipikat ganda dan bagaimana peran Kementerian 

ATR/BPN Kota Padang dalam menyelesaikan 

permasalahan sertipikat hak milik ganda dan Bagaimana 

sampai munculnya sertipikat ganda yang merupakan alat 

bukti sah kepemilikan tanah atau penyebab timbulnya 

sertipikat hak milik ganda (overlapping) atas tanah di Kota 

Padang. Sedangkan penulis membahas tentang peran badan 

pertanahan nasional dalam menanggulangi penyelesaian 



18 
 

 
 

konflik lahan perspektif fiqh siyasah (studi kasus badan 

pertanahan nasional kabupaten bengkulu selatan), letak 

perbedaannya ialah peneliti terdahulu lebih membahas 

bagaimana munculnya sertifikat ganda dan bagaimana cara 

penyelesaian masalah tersebut, sedangkan penulis lebih 

membahas mengenai peran dari badan pertanahan nasional 

di kabupaten bengkulu selatan dalam menangngani konlik 

dan cara penyelesaiannya. 

3. Skripsi Jimny Suryo Pamumngkas Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik, dengan judul Peran Badan Pertanahan 

Nasional dalam Menangani Konflik, Sengketa dan Perkara 

Pertanahan di Kota Semarang, Skripsi ini membahas 

tentang ruang lingkup di wilayah kerja Pemerintah Kota 

Semarang, BPN Kota Semarang dan Pegawai. Fenomena 

dan data yang berhasil diidentifikasi dari penelitian ini, 

disusun untuk memperoleh gambaran mengenai Peran 

Badan Pertanahan Nasional dalam Menangani Sengketa, 

Konflik dan Pertanahan di Kota Semarang. Sedangkan 

penulis membahas tentang peran badan pertanahan nasional 
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dalam menanggulangi penyelesaian konflik lahan perspektif 

fiqh siyasah (studi kasus badan pertanahan nasional 

kabupaten bengkulu selatan), letak perbedaannya ialah 

peneliti terdahulu lebih membahas Peran Badan Pertanahan 

Nasional dalam Menangani Sengketa, Konflik dan 

Pertanahan memiliki keterbatasan seperti tidak dapat 

mengetahui tingkat kejujuran dari jawaban yang 

disampaikan dari pihak terlibat yaitu BPN Kota Semarang, 

sedangkan penulis lebih membahas mengenai peran dari 

badan pertanahan nasional di kabupaten bengkulu selatan 

dalam menangani konflik dan cara penyelesaiannya. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis 

penelitian lapangan (field research), yaitu objek penelitian 

langsung pada Badan Pertanahan Nasioanl dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif 

merupakan salah satu prosedur penelitian yang mengasilkan 

data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang 
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diamati.
9
 Semua data yang telah berhasil digali dan 

dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-

pihak terkait dengan Peran Badan Pertanahan Nasional 

Dalam Menanggulangi Penyelesaian Konflik Lahan. 

2. kaktu dan Lokasi Penelitian 

Waktu Pelaksanaan dalam Penelitian ini akan 

dilaksanakan selama 1 bulan dilaksanakan pada tanggal 28 

September 2022 s/d 28 Oktober 2022 dan dilakukan di 

Kabupaten Bengkulu Selatan, alasan mengapa penulis 

mengambil lokasi penelitian ini karena sesuai dengan 

obsrvasi awal, Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam 

Menanggulangi Penyelesaian Konflik Lahan di kabupaten 

Bengkulu Selatan masih banyak terjadi. Karena inilah 

penulis mengambil daerah ini sebagai lokasi atau tempat 

penelitian. 

3. Informan Penelitian 

Informan adalah orang yang memberikan 

informasi tentang keadaan yang terjadi pada 

                                                           
9 Basrowi dan Swandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2008), h 1 
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permasalahan yang akan diteliti.
10

 Pemilihan 

informan dalam penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling, yakni pengambilan informan 

secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan 

kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga 

layak dijadikan informan dalam penelitian ini, kriteria 

yang dijadikan informan ialah pihak-pihak yang 

berhubungan langsung dengan materi penelitian 

penulis dan yang mempunyai data-data akurat 

mengenai permasalahan yang akan diteliti.  Informan 

yang akan peneliti wawancara adalah: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: 

Rosdakarya, cet: XVII, 2002), h 90 
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Tabel 1.2 

No Instansi/Masyarakat 

1 Badan Pertanahan Nasional Kabupaten 

Bengkulu Selatan 

2 Kecamatan Pino Raya 

3 Pemerintah Desa  

    4 PT. Jatropha Solutions 

5 Masyarakat 

   4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

a. Sumber Data 

Sumber-sumber penelitian hukum dapat 

dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian 

yang berupa bahan-bahan hukum primer dan 

bahan-bahan hukum sekunder.
11

 Jenis bahan 

hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan 

bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber 

bahan hukum terdiri atas: 

                                                           
11 Peter Mahmud Mareuki ,menelitian lukum , ( akarataa 

Prenadamedia  roup,  iid(, h. PrP 
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1) Data Primer 

Data primer adalah data yang diambil 

dari sumber pertama yang diperoleh melalui 

wawancara terhadap informan yang ditemui 

dilapangan. Dalam hal ini, berupa data dan 

informasi hasil wawancara dengan pihak yang 

bersangkutan dengan penelitian penulis. Data 

primer diperoleh dari informan melalui 

wawancara yang diharapkan informan tersebut 

dapat memberikan data serta informasi yang 

jelas dan akurat tentang Peran Badan Pertanahan 

Nasional Dalam Menanggulangi Penyelesaian 

Konflik Lahan. 

2) Data Sekunder 

Bahan hukum sekunder yang utama adalah 

buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-

prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan 

klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi 
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tingg
12

. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder 

yang digunakan meliputi : 

(1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum  

(2)  urnal ilmiah.  

(3) Artikel ilmiah 

3) Data  Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan yang 

memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap 

bahan hukum primer dan sekunder, yaitu a 

1) Kamus besar bahasa indonesia dan kamus hukum 

2) Situs-situs di snternet seperti ensiklopedia, 

wikipedia dan  yang berkaitan dengan Tema 

Penelitian yang dikaji. 

b. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam Penelitian ini menggunakan teknik 

pengumpulan data dokumentasi, wawancara dan 

dokumrntasi. 

 

                                                           
12 Peter Mahmud Mareuki ,menelitian lukum...  ,h. Pr  
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1. Observasi 

Observasi, yaitu proses pengambilan data 

dalam penelitian di mana peneliti dengan 

mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek 

penelitian.  

2. Wawancara 

Metode wawancara digunakan untuk 

memperoleh informasi tentang hal-hal yang 

tidak diperoleh lewat pengamatan. Wawancara 

adalah teknik tanya jawab secara langsung 

mengenai masalah Peran Badan Pertanahan 

Nasional Dalam Menanggulangi Penyelesaian 

Konflik Lahan, (intervewer) yang memberikan 

pertanyaan dan yang diwawancarai 

(interviewee) sebagai pemberi jawaban atas 

pertanyaan itu.
13

 Peneliti dengan informan yang 

dilakukan secara terbuka berdasarkan pedoman 

yang telah diusulkan sebelumnya. Penulis 

                                                           
13 Basrowi dan Swandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2008), h 127 
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membuat pedoman wawancara yang berisi 

pertanyaan-pertanyaan dan tersusun dalam 

interview guide. 

Para informan dipilih dengan sengaja, yaitu 

mereka yang diperkirakan mampu memberikan 

jawaban lengkap sesuai dengan penelitian ini. 

3. Dokumentasi 

Dokumen berupa studi kepustakaan yakni 

mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan 

mencatat data tertulis mengenai keterangan 

ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal dan 

dokumen yang berisikan peraturan, hukum, 

pendapat-pendapat, teori-teori dari para ahli 

yang berkaitan dengan penelitian yang 

dilakukan.
14

 Dokumentasi dalam penelitian ini 

tentang Peran Badan Pertanahan Nasional 

Dalam Menanggulangi Penyelesaian Konflik 

Lahan. 

                                                           
14 Bambang Suggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2016), h 184 
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4. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah menguraikan data dalam 

bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas 

dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk 

memperoleh suatu kesimpulan.
15

 Analisis data yang 

dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif dengan menggunakan metode penalaran 

berfikir secara deduktif yaitu menguraikan hal-hal 

yang bersifat umum kemudian menarik suatu 

kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini 

penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang 

meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut: 

BAB I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar 

Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan 

Penelitian, dan Kegunaan Penelitian, Penelitian 

                                                           
15 Djam’an Satori, Metodologi  Penelitian Kualitatif, (Bandung: 

Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017),  h 97 
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Terdahulu, Landasan Teori, Metode Penelitian dan 

Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk 

menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan 

yang lain saling terkait dan sistematis.  

BAB II. BAB ini mencakup Teori Pemerintahan 

Daerah, Konsep Padan Pertanahan Nasioanl dan Teori 

Fiqh siyasah Dusturiyah. 

BAB III. BAB ini akan membahas Gambaran 

Umum Objek Penelitian. 

BAB IV. BAB ini membahas tentang inti dari 

pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan 

menguraikan secara sistem matis tentang Peran Badan 

Pertanahan Nasional Dalam Menanggulangi 

Penyelesaian Konflik Lahan. 

BAB V. Dalam BAB ini penulis membuat 

Kesimpulan dan Saran. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Teori Pemerintahan Daerah 

1. Pengertian Pemerintahan Daerah 

Istilah pemerintah daerah dipergunakan untuk 

menyebut satuan pemerintahan dibawah pemerintah pusat 

yang memiliki wewenang pemerintahan sendiri. Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa “Pemerintah 

Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”. 

Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota 

dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah. 

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 dinyatakan bahwa: 

1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-

daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas 

kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, 

29 
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kabupaten,dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang 

diatur dengan undang-undang. 

2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 

3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan 

kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 

anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. 

4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai 

kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota 

dipilih secara demokratis. 

5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, 

kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang 

ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. 

6) Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah 

dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan 

otonomi dan tugas pembantuan. 

7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan 

daerah diatur dalam undang-undang. 

Dalam konstruksi pasal 18 UUD 1945 tersebut yang 

disebut pemerintah daerah dalam Makhya memiliki 

pemahaman  sebagai berikut:
16

 

a. Daerah tidak bersifat staat 

b. Wilayah Indonesia dibagi dalam provinsi-provinsi dan 

provinsi ini kemudian dibagi dalam daerah-daerah yang 

lebih kecil 

c. Daerah tidak bersifat otonom dan bisa bersifat 

administratif 

d. Di daerah otonom dibentuk badan perwakilan daerah 

sesuai dengan dasar permusyawaratan dalam sistem 

pemerintahan Negara 

                                                           
16 Makhya, Syarief, “Ilmu Pemerintahan”, Bandar Lampung a 

universitas lampung, 2006, h 101 
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Pemerintah daerah muncul sebagai konsekuensi  dari 

wilayah Negara yang begitu luas  sehingga tidak mungkin 

diurus oleh pemerintah pusat. Supaya pengelolaan  urusan 

pemerintahan bisa dilayani dengan baik, maka dibentuklah 

pemerintahan setempat atau pemerintah daerah. 

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan 

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Pemerintahan Daerah ini menggunakan asas-

asas sebagai berikut: 

1) Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. 

Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 

2) Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan 

oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom 

berdasarkan Asas Otonomi. 
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3) Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah 

Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, 

kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan kepada 

gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung 

jawab urusan pemerintahan umum. 

4) Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah 

Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan 

sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah 

Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk 

melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah provinsi. 

5) Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-

batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus 

Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 
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masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

2. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

Penyelenggara pemerintahan daerah adalah Pemerintah 

Daerah dan DPRD, sedangkan pemerintah daerah adalah 

Gubernur, Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah lembaga 

perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah. Dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat 

daerah. Secara umum, perangkat daerah terdiri dari unsur 

staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, 

diwadahi Lembaga Sekretariat, unsur pendukung kepala 

daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 

daerah, serta unsur pelaksanaan urusan daerah di wadahi 

dalam Lembaga Dinas Daerah. 

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, 

pemerintah menyelenggarakan sendiri, atau dapat 
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melimpahkan sebagian urusan kepada perangkat 

pemerintahan atau wakil pemerintahan di daerah atau dapat 

menugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau 

pemerintahan desa. Di samping itu penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di luar 

urusan pemerintah, pemerintah dapat menyelenggarakan 

sendiri sebagian urusan pemerintahan, atau melimpahkan 

sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku 

wakil pemerintah,atau menugaskan sebagian urusan kepada 

pemerintah daerah dan pemerintahan desa berdasarkan asas 

tugas pembantuan.
17

 

Dalam Bab VII Pasal 57 dan Pasal 58 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

bagian pertama mengatur mengenai penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. Pasal 57 menerangkan, 

penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan 

kabupaten/kota terdiri dari atas kepala daerah dan DPRD 

dibantu oleh perangkat daerah. 

                                                           
17 Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, 

Jakarta:Sinar Grafika, 2008, h 35 



35 
 

 
 

Penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam 

menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada 

asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri 

atas: 

1) kepastian hukum;tertib penyelenggara negara; 

2) kepentingan umum; 

3) keterbukaan; 

4) proporsionalitas; 

5) profesionalitas; 

6) akuntabilitas; 

7) efisiensi; 

8) efektivitas; dan 

9) keadilan. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 

tentang pengelolaan sampah, Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah terdiri atas 

Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Urusan wajib adalah 

urusan yang wajib diselenggarakan berkaitan dengan 

pelayanan dasar. Sedangkan urusan pilihan adalah Urusan 
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Pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sesuai 

dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah. 

Pengertian  asas  tersebut  dapat  dilihat  dalam  

penjelasan  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, yaitu : 

1) Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum 

yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan keadilan dalam setiap 

kebijakan penyelenggaraan negara. 

2) Tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang 

menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan 

keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan 

negara. 

3) Asas kepentingan umum adalah asas yang 

mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang 

aspiratif, akomodatif dan selektif. 

4) Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri 

terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi 
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yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang 

penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan 

perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan 

rahasia negara. 

5) Asas proposionalitas adalah asas yang mengutamakan 

keseimbangan hak dan kewajiban penyelenggaraan 

negara. 

6) Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan 

keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan 

perundang-undangan. 

7) Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa 

setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan 

penyelenggaraan negara harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat 

sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

8) Asas efektivitas adalah asas yang berorientasi pada 

tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. 
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9) Asas keadilan adalah bahwa setiap tindakan dalam 

penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan 

secara proposional bagi setiap warga negara. 

Berdasarkan teori di atas tentang pemerintahan  daerah, 

bahwa dalam peran Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam 

Menanggulangi Penyelesaian Konflik Lahan Perkebunan 

Sawit Desa Tanjung Aur II (Studi Kasus Badan Pertanahan 

Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan), Urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah terdiri atas 

Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Urusan wajib adalah urusan 

yang wajib diselenggarakan berkaitan dengan pelayanan dasar. 

Sedangkan urusan pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang 

secara nyata ada dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat yang sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi 

unggulan daerah. maka teori yang tepat digunakan untuk 

menilai kinerja dari Dinas Badan Pertanahan Nasional 

Kabupaten Bengkulu Selatan ialah teori pemerintahan daerah. 
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B. Teori Fiqh Siyasah Dusturiyah 

1. Pengertian Siyasah Dusturiyah 

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah 

yang membahas masalah perundang-undangan negara. 

Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep 

konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah 

lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi 

(bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga 

demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam 

perundang-undangan tersebut.
18

 Tujuan dibuatnya peraturan 

perundang-undangan adalah untuk mewujudkan 

kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan 

manusia. 

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah 

hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di 

pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di 

dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh 

siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas 

                                                           
18 Muhammad Iqbal, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Jakarta: 

Kencana, 2014, h 47 
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pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal 

ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-

prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan 

manusia serta memenuhi kebutuhannya.
19

 

Abul A’la al-Maududi mendefenisikan dustur dengan: 

“Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang 

menjadi landasan pengaturan suatu negara”.
20

 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kata-

kata dustur sama dengan constitution dalam bahasa Inggris, 

atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-

kata “dasar” dalam bahasa sndonesia tersebut tidaklah 

mustahil berasal dari kata dustur tersebut di atas. 

Bila dipahami penggunaan istilah fiqh dusturi, untuk 

nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah 

pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam dustur itulah 

tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan 

kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai 

                                                           
19 H.A.Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat 

dalam Rambu-Rambu Syari‟ah, Jakarta: Kencana, 2003, h 51 
20 H.A.Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat …, h 

52 
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dustur dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan 

dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh 

bertentangan dengan dustur tersebut.
21

 

Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan 

“dusturi”. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula 

artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik 

dalam bidang politik maupun agama.” Dalam 

perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk 

menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) 

Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke 

dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya 

menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, 

dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan 

hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat 

dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) 

maupun tertulis (konstitusi). Kata dustur juga sudah diserap 

                                                           
21 H.A.Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat …, h 

53 
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ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah 

undang-undang dasar suatu negara.
22

 

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang 

diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar 

ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota 

masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata 

hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, 

kekayaan, pendidikan, dan agama.
23

 

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan 

dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di 

suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber 

perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber 

material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi 

pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber 

konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara 

pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan 

konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar 

belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik 

                                                           
22 Muhammad Iqbal, Kontekstualisasi Doktrin …, h P77-178 
23 Muhammad Iqbal, Kontekstualisasi Doktrin …, h P77-178 
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masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan 

demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan 

aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut. 

2. Ruang Lingkup dan Kajian Siyasah Dusturiyah 

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan 

yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara 

umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:
24

 

(1) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan 

(2) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya 

(3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya 

(4) Persoalan bai‟at 

(5) Persoalan waliyul ahdi 

(6) Persoalan perwakilan 

(7) Persoalan ahlul halli wal aqdi 

(8) Persoalan wizarah dan perbandingannya 

 

Persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak 

dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil 

kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur‟an maupun Hadis, maqosidu 

syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur 

masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun 

perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut 

menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. 

                                                           
24 H.A.Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi …, h 47 
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Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan 

situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad 

ulama, meskipun tidak seluruhnya.
25

 

Apabila dilihat dari sisi lain fiqh siyasah dusturiyah 

dapat dibagi kepada:
26

 

(1) Bidang siyasah tasyri‟iyah, termasuk di dalamnya 

persoalan ahl al-hall wa al „aqd, perwakilan persoalan 

rakyat. Hubungan muslimin dan non-muslim di dalam 

suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-

undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan 

sebagainya. 

(2) Bidang siyasah tanfidhiyah, termasuk di dalamnya 

persoalan imamah, persoalan bai‟ah, wuzarah, waliy 

al-ahdi, dan lain-lain. 

(3) Bidang siyasah qadha‟iyah, termasuk di dalamnya 

masalah-masalah peradilan. 

(4) Bidang siyasah idariyah, termasuk di dalamnya 

masalah-masalah administratif dan kepegawaian. 

 

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan 

kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara 

mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan 

tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh 

negara dalam hal ini. 

                                                           
25 H.A.Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi …, h 47-48 
26 H.A.Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi …, h 4r 
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Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang 

sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, 

maka negara memiliki kekuasaan legislatif (al-sulthah al-

tasyri‟iyyah). Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan 

untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas 

nash-nash Al-Qur‟an dan Hadis. snterpretasi adalah usaha 

negara unttuk memahami dan mencari maksud sebenarnya 

tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Adapun analogi 

adalah melakukan metode Qiyas suatu hukum yang ada 

nash-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan 

persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah 

metode membuat perundang-undangan dengan memahami 

prinsip-prinsip syari‟ah dan kehendak syar‟i (Allah). Bila 

tidak ada nash sama sekali, maka wilayah kekuasaan 

legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang 

dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut. 

Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah 

dilaksanakan oleh lembaga ahl al-hall wa al „aqd. 

Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini 
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biasanya mengambil bentuk sebagai majelis syura 

(parlemen). 

Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk 

melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif 

(al-sulthah al-tanfidziyah). Di sini negara memiliki 

kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan 

perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. 

Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang 

berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang 

menyangkut dengan hubungan dengan negara lain 

(hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini 

adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para 

pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk 

sesuai kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara 

satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana 

halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh 

menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, 

kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai 

dengan semangat nash dan kemaslahatan. 
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Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-

undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. 

Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (al-sulthah al-

qadha‟iyah). Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini 

biasanya meliputi wilayah al-hisbah (lembaga peradilan 

untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan 

seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis, wilayah al-

qadha‟ (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-

perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun 

pidana) dan wilayah al-mazhalim (lembaga peradilan yang 

menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara 

dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan 

keputusan politik yang merugikan dan melanggar 

kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat 

negara yang melanggar HAM rakyat).
27

 

Berdasarkan teori siyasah duturiyah di atas, penulis 

ingin menilai Tinjauan Siyasah Dusturiysah Terhadap 

Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Menanggulangi 

                                                           
27 Muhammad Iqbal, Kontekstualisasi Doktrin …, h Pd7-158 



48 
 

 
 

Penyelesaian Konflik Lahan Perkebunan Sawit Tanjung 

Aur II (Studi Kasus Badan Pertanahan Nasional Kabupaten 

Bengkulu Selatan), tentang sejauh mana kinerja dari dinas 

Badan Pertanahan Nasional mengenai tentang konflik lahan 

perkebunan sawit, serta dapat diajuhkan sebagai solusi yang 

baik mengenai tugas, fungsi dan wewenang dalam 

menjalankan tugas-tugas yang telah diamanahkan. 

C. Teori Kepuasan Pelayanan 

1. Pengertian Pelayanan 

Secara umum pelayanan dapat diartikan dengan 

melakukan perbuatan yang hasilnya ditujukan untuk 

kepentingan orang lain, baik perorangan, maupun 

kelompok atau masyarakat. Menurut Keputusan Menteri 

Negara Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 disebutkan 

bahwa: pelayanan adalah Segala bentuk kegiatan pelayanan 

yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di 

daerah, dan di lingkungan badan usaha milik negara atau 

daerah dalam bentuk barang atau jasa dalam rangka 
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pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka 

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Menurut Gronroos dalam Ratminto: pelayanan adalah 

suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak 

kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat 

adanya interaksi antar konsumen dengan karyawan atau 

hal-hal lain yang disediakan oleh organisasi pemberi 

pelayanan yang dimaksudnya untuk memecahkan untuk 

memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan.
28

 

Sedangkan Moenir, pelayanan hakikatnya adalah 

serangkaian kegiatan, karena itu ia merupakan proses, 

sebagai proses pelayanan berlangsung secara rutin dan 

berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan orang dalam 

masyarakat”. Lebih lanjut Moenir menerangkan bahwa, 

Pelayanan umum yang didambakan adalah kemudahan 

dalam mengurus kepentingan mendapatkan pelayanan yang 

wajar, perilaku yang sama tanpa pilih kasih dan perlakuan 

                                                           
28 Ratminto, Manajemen Pelayanan disertai dengan pengembangan 

model konseptual, penerapan citizen‟s dan standar pelayanan minimal, 

Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005, h 2 
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yang jujur dan terus terang. Disamping itu, juga 

menambahkan bahwa kelancaran playanan hak-hak 

tergantung pada kesediaan para petugas terhadap kewajiban 

yang dibebankan, sistem, prosedur, dan metode yang 

memadai, pengorganisasian tuga pelayanan yang tuntas, 

pendapatan petugas atau pegawai yang cukup untuk 

kebutuhan hidupnya, kemampuan atau keterampilan 

pegawai, dan sarana kerja yang memadai.
29

 

Menurut Sinambela, “Pelayanan adalah setiap kegiatan 

yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan 

,dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terkait 

pada suatu produk secara fisik”. Pelayanan adalah 

serangkaian kegiatan suatu proses pemenuhan kebutuhan 

orang lain secara lebih memuaskan berupa produk jasa 

dengan sejumlah ciri seperti tidak terwujud ,cepat hilang, 

lebih dapat dirasakan daripada memilki, dan pelanggan 

                                                           
29 Moenir, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Jakarta: Bumi 

Aksara, 2001, h 47 
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lebih dapat berpartisispasi aktif dalam proses 

mengkonsumsi jasa tersebut".
30

 

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa 

pelayanan merupakan kegiatan yang dilakukan suatu 

organisasi yang ditujukan untuk konsumen atau masyarakat 

umum yang berbentuk jasa untuk memenuhi kebutuhan. 

a. Azas Pelayanan Publik 

Untuk dapat memberikan pelayanan yang 

memuaskan bagi pengguna jasa, penyelenggara 

pelayanan harus memenuhi azas-azas pelayanan sebagai 

berikut:
31

 

a) Transparansi 

Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh 

semua pihak yang membutuhkan dan disediakan 

secara memadai serta mudah dimengerti. 

 

 

                                                           
30 Poltak Lijan Sinambela, Reformasi Pelayanan Publik, Jakarta: 

Bumi Aksara, 2006, h 5 
31 Ratminto, Manajemen Pelayanan disertai,… h P9 
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b) Akuntabilitas 

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

c) Kondisional 

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan 

pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap 

berpegang teguh pada prinsip efisiensi dan 

efektivitas. 

d) Partisipatif 

Mendorong peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik dengan 

memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan 

masyarakat. 

e) Kesamaan Hak 

Tidak diskriminatif dalam arti tidak membeda-

bedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan 

status ekonomi. 
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f) Keseimbangan hak dan kewajiban 

Pemberi dan penerima pelayanan public harus 

memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. 

b. Prinsip-prinsip Pelayanan Publik 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2003, dijelaskan 

bahwa dalam menyelenggarakan pelayanan harus 

memenuhi beberapa prinsip yaitu: 

1) Kesederhanaan, prosedur atau tata cara pelayanan 

diselenggarakan secara mudah, cepat, tidak berbelit-

belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. 

2) Kejelasan mencakup beberapa hal antara lain: 

a. Persyaratan teknis dan administrasi pelayanan 

umum. 

b. Unit kerja atau pejabat yang berwenang dan 

bertangguang jawab dalam memberikan pelayanan 

dan penyelesaian keluhan/ persoalan/ sengketa 

dalam pelaksanaan pelayanan publik. 

c. Rincian biaya pelayanan dan tata cara pembayaran. 
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3) Kepastian waktu. Pelaksanaan pelayanan publik dapat 

diselesaikan dalam kurun waktu yang telah 

ditentukan; 

4) Akurasi. Produk pelayanan publik diterima dengan 

benar, tepat dan sah. 

5) Rasa aman. Proses dan produk pelayanan publik 

memberikan rasa aman dan kepastian hukum. 

6) Tanggung jawab. Pimpinan penyelenggara pelayanan 

publik atau pejabat yang ditunjuk bertangguang jawab 

atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian 

keluahan atau persoalan dalam pelaksanaan 

pelayanan publik. 

7) Kelengkapan sarana dan prasarana. Tersedianya 

sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan 

pendukung lainnya yang memadai termasuk 

penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan 

informatika. 

8) Kemudahan akses. Tempat dan lokasi serta sarana 

prasarana kerja yang memadai dan mudah dijangkau 
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oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi 

telematika. 

9) Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan. Pemberi 

layanan harus bersikap disiplin, sopan, dan santun, 

ramah serta memberikan pelayanan yang ikhlas. 

10) Kenyamanan. Lingkungan pelayanan harus tertib, 

disediakan ruang tunggu yang nyaman , bersih, rapi, 

lingkungan yang indah, sehat serta dilengkapi dengan 

fasilitas pendukung pelayanan, seperti parker, toilet, 

tempat ibadah, dan lain-lain. 

2. Pengertian Kepuasan 

Pengertian secara umum mengenai kepuasanatau 

ketidakpuasan konsumen merupakan  hasil  dari  adanya  

perbedaan-perbedaan  antara  harapan  konsumen dengan 

kinerja yang  dirasakan  oleh  konsumen  tersebut. Dari  

beragam  definisi kepuasan konsumen yang telah diteliti 

dan didefinisikan oleh para ahli pemasaran, dapat 

disimpulkan bahwa kepuasan   konsumen merupakan suatu 

tanggapan perilaku  konsumen  berupa  evaluasi  purna beli 
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terhadap suatu barang atau jasa yang dirasakannya (kinerja 

produk) dibandingkan dengan harapan konsumen. 

Kepuasan  konsumen  ini  sangat  tergantung  pada  

persepsi  dan  harapankonsumen  itu  sendiri, faktor-faktor  

yang  mempengaruhi  persepsi  dan  harapan konsumen  

ketika  melakukan  pembelian  suatu  barang  atau  jasa  

adalah  kebutuhandan  keinginan  yang  dirasakan  oleh  

konsumen  tersebut  pada  saat  melakukan pembelian  

suatu  barang  atau  jasa,  pengalaman  masa  lalu  ketika  

mengkonsumsi barang    atau    jasa    tersebut    serta    

pengalaman    teman-teman    yang    telah mengkonsumsi 

barang atau jasa tersebut dan periklanan. 

Didalam  lingkungan  yang  kompetitif,  indikator  

yang  dapat  menunjukkan kepuasan konsumen adalah 

apakah konsumen tersebut akan membeli kembali dan 

menggunakan  produk  tersebut  diwaktu  yang  akan  

datang. 

Kepuasan  adalah  perasaan  senang  atau  kecewa  

seseorang  yang  munculsetelah  membandingkan  antara  
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persepsi  atau  kesan  terhadap  kinerja  atau  hasilsuatu  

produk  dan  harapan-harapannya.
32

 Jadi,  kepuasan  

merupakan fungsi  dari  persepsi  atau  kesan  atas  kinerja  

dan  harapan.  Jika  kinerja  berada dibawah  harapan  maka  

pelanggan  tidak  puas.  Jika  kinerja  memenuhi  harapan 

maka  pelanggan  akan  puas. Jika  kinerja  melebihi  

harapan  maka  pelanggan  akanamat  puas  atau  senang. 

Kunci   untuk  menghasikan  kesetian  pelanggan  adalah 

memberikan nilai pelanggan yang tinggi. 

Hubungan  antara  kepuasan  pelanggan  dan  

pelanggan  yang  loyal  adalah tidak proporsional, 

contohnya adalah kepuasan pelanggan yang diranking 

denganskala 1-5, yaitu : 

1) Kepuasan pelanggan pada tingkat sangat rendah (tingkat 

1), kemungkinan besar  pelanggan  akan  berpindah  

meninggalkan  perusahaan  dan  menjelek-jelekkannya. 

                                                           
32 Kotler dan Philip,  Manajemen  Pemasaran:  Analisis,  

Perencanaan,  Implementasi,  dan  Kontrol, Jakarta : PT. Prehallindo, 2001, h 

88 
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2) Kepuasan  pelanggan  pada  tingkat  2  sampai  dengan  

tingkat  4,  pelanggan merasa  agak  puas, tetapi  masih  

mungkin  untuk  berpindah  ketika  suatu penawaran 

lebih baik muncul. 

3) Kepuasan  pelanggan  pada  tingkat  5,  pelanggan  

sangat  mungkin  membeli kembali dan bahkan 

menyebarluaskan kabar baik tentang perusahaan. 

Kesenangan  atau  kepuasan  yang  tinggi  menciptakan  

suatuikatan  emosional  dengan  merekatau  perusahaan  

tersebut  dan  tidak  hanya terpaku pada pilihan yang 

masuk akal saja. 

Sedangkan kepuasan menuru Kotler dan Armstrong 

Kepuasan konsumen  adalah  sejauh  mana  anggapan  

kinerja  produk  memenuhi  harapan pembeli.  Bila  kinerja  

produk  lebih rendah  ketimbang  harapan  pelanggan,  

makapembelinya merasa puas atau amat gembira.
33

 

 

 

                                                           
33 Kotler dan Amstrong, Prinsip-prinsip  pemasaran,  Edisi  

keduabelas,  Jilid  1,  Jakarta: Erlangga, 2001, h 19 
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a. Indeks Kepuasan Masyarakat 

Sejalan   dengan   hal   terdebut   diatas,   maka   

untuk   memenuhi   keinginan masyarakat (pelanggan), 

Menteri Negara Pendayagunaan   Aparatur Negara 

(MENPAN) dalam keputusannya Nomor : 81/1995 

menegaskan bahwa pelayananyang berkualitas 

hendaknya sesuai dengan sendi-sendi sebagai berikut : 

1) Kesederhanaan, dalam arti bahwa prosedur atau tata 

cara   pelayanan diselenggarakan  secara  mudah,  

lancar,  cepat  dan  tidak  berbelit-belit  sertamudah 

dipahami dan dilaksanakan. 

2) Kejelasan dan kepastian, menyangkut: Prosedur atau 

tata cara  pelayanan umum, Persyaratan pelayanan 

umum, baik teknis maupun  administratif, Unit kerja 

atau pejabat yang bertanggung jawab dalam 

memberikan pelayanan umum, Rincian biaya/tarif 

pelayanan umum dan tata cara pembayarannya, 

Jadwal waktu penyelesaian pelayanan umum, hak  

dan kewajiban baik dari pemberi maupun penerima 



60 
 

 
 

pelayanan umum berdasarkan bukti-bukti penerimaan   

permohonan dan kelengkapannya, sebagai  alat  untuk  

memastikan  pemrosesan  pelayanan  umum, Pejabat  

yang menerima keluhan pelanggan (masyarakat). 

3) Keamanan, dalam arti bahwa proses serta hasil 

pelayanan umum  dapat memberikan keamanan dan 

kenyamanan serta dapat memberikan  kepastian 

hukum. 

4) Keterbukaan,  dalam  arti  bahwa  proseduratautata  

cara,  persyaratan,  satuan kerja atau pejabat  

penanggung  jawab  pemberi  pelayanan  umum,  

waktu penyelesaian  dan   rincian  biaya atau tarif dan  

hal-hal  lain   yang   yang berkaitan  dengan  proses  

pelayanan  umum  wajib  diinformasikan  

secaraterbuka  agar  mudah  diketahui  dan  difahami  

oleh  masyarakat,  baik  diminta maupun tidak 

diminta. 

5) Efisien, meliputi: persyaratan pelayanan umum hanya 

dibatasi pada hal-halyang berkaitan langsung dengan 
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pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap 

memperhatikan  keterpaduan  antara  persyaratan  

dengan  produk  pelayanan umum yang diberikan. 

Dicegah adanya pengulangan    pemenuhan 

kelengkapan  persyaratan,  dalam  hal  proses  

pelayanannya  mempersyaratkan kelengkapan 

persyaratan dari satuan kerja/instansi  pemerintah  

lain  yangterkait. 

6) Ekonomis, dalam arti pengenaan biaya pelayanan 

umum harus  ditetapkan secara wajar dengan 

memperhatikan: Nilai barang atau jasa  pelayanan 

umum dengan tidak menuntut biaya yang tinggi 

diluar  kewajaran, Kondisidan kemampuan  

pelanggan (masyarakat) untuk  membayar  secara  

umum, Ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

7) Keadilan  yang  merata  dalam  arti  cakupan  atau  

jangkauan  pelayanan  umum harus   diusahakan   
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seluas   mungkin   dengan   distribusi   yang   merata   

dan diperlakukan secara adil. 

8) Ketepapatan  waktu, dalam   arti   pelaksanaan   

pelayanan   umum   dapat diselesaikan dalam kurun 

waktu yang telah ditentukan. Kompetensi pelayanan 

prima yang diberikan oleh aparatur pemerintahan 

kepada masyarakat,  selain  dapat  dilihat  dalam  

keputusan  Menpan  nomor  81/1993, juga dipertegas 

dalam instruksi Presiden nomor 1/1995 tentang 

pening katan kualitas aparatur pemerintah kepada 

masyarakat. 

Kualitas   pelayanan masyarakat dewasa ini tidak 

dapat diabaikan lagi, bahkan  hendaknya sedapat 

mungkin disesuaikan dengan tuntutan era  globalisasi. 

Pemerintah sebagai penyedia jasa layanan publik, harus 

senantiasa meningkatkan kualitasnya. Salah satu upaya 

untuk  meningkatkan kualitas pelayanan  publik, 

sebagaimana  diamanatkan  dalam  Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang   
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Program   Pembangunan   Nasional   (PROPENAS),   

perlu disusun  indeks  kepuasan  masyarakat  sebagai  

tolok  ukur  untuk  menilai  tingkat kualitas pelayanan. 

Indeks  Kepuasan  Masyarakat  (IKM)  adalah  

data  dan  informasi  tentang tingkat   kepuasan   

masyarakat   yang   diperoleh   dari   hasil   pengukuran   

secara kuantitatif  dan  kualitatif  atas  pendapat  

masyarakat  dalam  memperoleh  pelayanan dari  

aparatur  penyelenggara  pelayanan  publik  dengan  

membandingkan  antara harapan dan kebutuhannya.
34

 

Menurut Kepmen  PAN  No.  25  tahun  2004,  

ada  beberapa  dimensi  yang menjelaskan kinerja 

pegawai pelayanan publik. Dari peraturan tersebut, ada 

14 hal yang  berkaitan  dengan  kepuasan   masyarakat  

dari  pelayanan  yang  dilakukan  oleh pegawai atau 

petugas pelayanan, yaitu:
35

 

                                                           
34 Kepmnen PAN Nomor 25 tahun 2004 
35 Kepmnen PAN Nomor 25 tahun 2004 
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1) Prosedur pelayanan,  yaitu  kemudahan  tahapan  

pelayanan  yang  diberikan kepada masyarakat dilihat 

dari sisi kesederhanaan alur pelayanan; 

2) Persyaratan  pelayanan,  yaitu  persyaratan  teknis  

dan  administratif  yang dibutuhkan untuk 

mendapatkan pelayanan sesuai dengan     

jenispelayanannya; 

3) Kejelasan petugas  pelayanan,  yaitu  keberadaan  dan  

kepastian  petugas  yang memberikan  pelayanan  

(nama,  jabatan  serta  kewenangan  dan  

tanggungjawabnya); 

4) Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan 

petugas dalam memberikan pelayanan terutama 

terhadap konsistensi waktu kerja  sesuai ketentuan 

yang berlaku; 

5) Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan 

wewenang dan tanggung jawab petugas dalam 

penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan; 
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6) Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat 

keahlian dan  ketrampilanyang dimiliki petugas dalam 

memberikan/ menyelesaikan  pelayanan  

kepadamasyarakat; 

7) Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan 

dapat  diselesaikan dalam waktu yang telah 

ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan; 

8) Keadilan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan 

dengan tidak membedakan golongan/status 

masyarakat yang dilayani; 

9) Kesopanan petugas pelayanan, yaitu sikap dan 

perilaku petugas  dalam memberikan  pelayanan  

kepada  masyarakat  secara  sopan  dan  ramah  

sertasaling menghargai dan menghormati; 

10) Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan 

masyarakat  terhadap besarnya biaya yang ditetapkan 

oleh unit pelayanan; 
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11) Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara 

biaya yang dibayarkandengan biaya yang telah 

ditetapkan; 

12) Kepastian  jadwal  pelayanan,  yaitu  pelaksanaan  

waktu  pelayanan  sesuaidengan ketentuan yang telah 

ditetapkan; 

13) Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan 

prasarana  pelayanan yang bersih, rapi dan teratur 

sehingga dapat memberikan rasa  nyaman kepada 

penerima pelayanan; 

14) Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat 

keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan 

ataupun sarana yang digunakan,  sehingga masyarakat  

merasa  tenang  untuk  mendapatkan  pelayanan  

terhadap  risiko-risiko yang diakibatkan dari 

pelaksanaan pelayanan. Aturan  sebagaimana  

disampaikan  melalui KEPMENPAN Nomor: 

81/1995 dalam penelitan ini 
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digunakan sebagai indikator pelayanan publik 

dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 

dengan   mempertimbangkan  pola   analisis 

sebagaimana disampaikan melalui indeks kepuasan 

masyarakat melalui KEPMENPAN No. 25 Tahun 2004.  
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BAB III 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

A. Profil Desa Tanjung Aur II 

Desa/Kelurahan Tanjung Aur II (Tanjung Aur) 

Kecamatan Pino Raya (Pinoraya). Kabupaten Bengkulu 

Selatan, Provinsi Bengkulu,NKRI (Republik Indonesia),Kode 

Wilayah Administrasi = 17.01.06.2016 Kodepos = 38572, 

dengan luas = 1.186,10 km² dengan penduduk berjumlah 

164.237 (DKCS 2021), Desa Tanjung Aur II terletak di paling 

ujung dari bagian wilayah Kecamatan Pino Raya perbatasan 

dengan wilayah Kecamatan Ulu Manna tepatnya Desa 

Simpang Pino yang berjarak 3 Km. sedangkan jarak dari 

Kecamatan Pino Raya ke Desa Tanjung Aur II, masyarakat 

Tanjung Aur II ini harus menempuh jarak 18 Km. di dalam 

Desa Tanjung Aur II terbagai menjadi 3 buah dusun yaitu 

Dusun Tanjung Aur II, Dusun Gunung Raja, Dusun Trans 

Merbayau. 

 

 

 

68 



69 
 

 
 

Tabel 3.1 

Peta Lokasi Desa Tanjung Aur II 

 

B. Profil Kecamatan Pino Raya 

Kecamatan Pino Raya terletak di Desa Pasar Pino 

Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi 

Kota Bengkulu yang terdapat 21 desa dengan jarak dari 

Kecamatan Pino Raya Ke Desa Tanjung Aur II menempuh 

jarak 18 Km. dengan luas 223,50 km² menurut data badan 

pusat statistik Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2020. 
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Tabel 3.2 

Peta Lokasi Wilayah Kecamatan Pino Raya 

 

C. Profil PT. Jatropha Solutions 

PT.Jatropha Solution terletak di wilayah Kabupaten 

Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu dalam bagian daerah 

Kecamatan Pino Raya yang berlokasi kan di wilayah Desa 

Tanjung Aur II Kecamatan Pino Raya. Yang bergerak di 

bidang usaha perkebunan kelapa sawit. Yang berdiri di tahun 

2010 dengan luas lahan terterah di putusan badan pertanahan 

nasional republik Indonesia Nomor: 77/HGU/BPN/2011 

berjumlah 1.040,4 hektar, jarak dari desa tanjung aur II kurang 

lebih 3 Km. 
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Tabel 3.3 

Peta PT. Jatropha Solutions 

 

D. Visi, Misi dan Moto 

1. Visi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu 

Selatan 

Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan 

Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam 

Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya: 

"Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan 

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".
36

 

                                                           
36 https://kab-bengkuluselatan.atrbpn.go.id/menu/detail/9447/sekilas, diakses 

21 Agustus 2022, pukul 16:47 WIB 
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2. Misi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu 

Selatan 

a. Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan 

Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan dan 

Berkeadilan; 

b. Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan 

Ruang yang Berstandar Dunia. 

3. Moto 

Melayani, Profesional, Terpercaya 

E. Tugas dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten 

Bengkulu Selatan 

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, 

BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di 

bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPN 

menyelenggarakan fungsi:
37

 

1) penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan; 

                                                           
37 https://kab-bengkuluselatan.atrbpn.go.id/menu/detail/9447/sekilas, 

diakses 21 Agustus 2022, pukul 16:47 WIB 
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2) perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, 

pengukuran, dan pemetaan; 

3) perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan 

hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan 

masyarakat; 

4) perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan 

pertanahan; 

5) perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan 

tanah; 

6) perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

pengendalian dan penanganan sengketa dan perkara 

pertanahan; 

7) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN; 

8) pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian 

dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di 

lingkungan BPN; 

9) pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian 

pangan berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan; 
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10) pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang 

pertanahan; dan 

11) pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di 

bidang pertanahan.  

F. Peta Realisasi Spraying DIV _1 (Satu) PT. Jatropha 

Solutions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Kepala Seksi Pengaturan 

dan Penataan 

G. Struktur Organisasi Badan Pertanahan Nasional 

Kabupaten Bengkulu Selatan 

Tabel 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Kantor Pertanahan 

Kabupaten Bengkulu Selatan Kepala Sub bagian 

tata Usaha 

Kepala Urusan Perencanaan  

dan Keuangan 

Kepala Urusan Umum 

dan Kepegawaian 

Kepala Seksi Survei, 

Pengukuran dan 

Pemetaan Kepala Seksi Hak Tanah 

dan Pendaftaran Tanah 

Kepala Seksi Pengendalian 

dan Pemberdayaan 

Kepala Seksi Sengketa, 

Konflik dan Perkara 

Kepala Sub Seksi 

Pengukuran dan Pemetaan 

Kepala Sub Seksi 

Penetapan Hak Tanah 

Kepala Sub Seksi 

Penatagunaan Tanah dan 

Kawasan Tertentu 

Kepala Sub Seksi 

Pengendalian Pertanahan 

Kepala Sub Seksi 

Sengketa dan Konflik 

Kepala Sub Seksi Tematik 

dan Potensi Tanah 

Kepala Sub Seksi Pengaturan 

Tanah Pemerintah 

Kepala Sub Seksi 

Landreform dan Konsolidasi 
Kepala Sub Seksi 

Pemberdayaan masyarakat 

Kepala Sub Seksi Perkara 

Pertanahan 

Kepala Sub Seksi 

Pendaftaran Hak 

Kepala Sub Seksi Peralihan, 

Pembenaan Hak dan PPAT 



 

 
 

BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu 

Selatan Dalam Menanggulangi Penyelesaian Konflik 

Lahan 

Berdasarkan hasil penelitian di kantor Badan 

Pertanahan Nasional Kabuapten Bengkulu Selatan, 

menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa hak atas tanah di 

Kabupaten Bengkulu Selatan dapat di lakukan dengan dua cara 

yaitu secara litigasi dan non litigasi. Biasanya masyarakat 

hanya memakai cara penyelesaian sengketa hak atas tanah 

dengan jalur pengadilan saja atau biasa disebut melalui jalur 

litigasi, karena merupakan cara yang paling tepat untuk 

memberi kepastian hukum dengan pihak yang bersangkutan, 

dan disandingkan dengan melakukan penyelesaian diluar 

pengadilan atau non litigasi keduanya mempunyai perbedaan 

tentunya pada kelebihan dan kekurangan masing-masing 

dilihat dari segi efektif atau tidak. Bisa di bedakan 

penyelesaian secara litigasi memberi jaminan kepastian hukum 
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untuk dijalankan dan ditaat oleh kedua pihak yang 

bersengketa. Sedangkan penyelesaian secara non litigasi 

membuka jalan bagi para pihak untuk mengambil kesempatan 

mengingkari atau lalai dalam menyelesaikan perkara tersebut. 

Begitu pula sebaliknya penyelesaian secara litigasi 

mengakibatkan inefisiensi dari segi waktu, tenaga dan biaya 

berperkara bagi para pihak khusunya penggugat. Sedangkan 

penyelesaian secara non litigasi memberi efesiensi sengketa 

hak atas tanah tergantung dari faktor-faktor yang 

mempengaruhi penegakan hukum penyelesaian sengketa 

tersebut, antara lain yaitu: faktor hukum/subtansi, faktor 

penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung 

penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan 

dan hukum masyrakat. 

Reasliasai penerapan yang dilakukan Badan Pertanahan 

Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan, akhirnya tidak sia-sia 

karena sesuai dengan harapan yang meningkatnya permohonan 

mediasi dari masyarakat serta dan meningkatkan penyelesaian 

sengketa hak atas tanah pada masing-masing pihak. 



 

 
 

Menurut Hafiz Forqonul selaku Staf Penataan 

Pertanahan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bengkulu 

Selatan, setidaknya ada tiga hal utama yang menyebabkan 

terjadinya sengketa tanah sebagai berikut: 

1. Persolan administrasi sertifikasi tanah yang kurang jelas, 

sehingga mencederai tanah yang dimiliki oleh misalnya dua 

atau tiga orang dengan memiliki sertifikat masing-masing. 

2. Distribusi kepemilikan tanah yang tidak merata. Ketidak 

seimbangan dalam distribusi kepemilikan tanah ini baik 

untuk tanah pertanian, maupun bukan pertanian telah 

menimbulkan ketimpangan baik secara ekonomi, politisi 

maupun sosiologis. Dalam hal ini, masyarakat bawah, 

khususnya petani/penggarap tanah memikul beban yang 

paling berat. Kepentingan distribusi tanah ini tidak terlepas 

dari kebijakan ekonomi yang cenderung kapitalistik dan 

liberalistik. Atas nama pembangunan tanah-tanah petani 

dan tanah milik masyarakat adat diambil alih oleh para 

pemodal dengan harga murah. 



 

 
 

3. Legalitas pemilikan tanah yang semata-mata didasarkan 

pada bukti formal (sertifikat), tanpa memperhatikan 

produktivitas tanah. Akibatnya, secara legal, boleh jadi 

banyak tanah bersertifikat dimiliki oleh perusahaan dan 

para pemodal besar, karena mereka telah membelinya dari 

para/petani pemilik tanah, tetapi tanah tersebut lama 

diabaikan oleh pemilik aslinya.
38

 

Dalam praktik yang sering terjadi di Kantor Badan 

Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan, untuk 

sengketa pertanahan pada umunya dapat diklasifikasikan 

dalam kelompok-kelompok berikut: 

a. Sengketa pertanahan yang bersifat politis/ starategis; 

sengketa yang bersifat politis biasanya ditandai hal-hal: 

melibatkan masyarakat banyak, menimbulkan keresahan 

dan kerawanan masyarakat, menimbulkan ketidak 

percayaan kepada pemerintah atau penyelanggara Negara, 

menganggu penyelanggaraan pembangunan nasional, serta 

                                                           
38 Wawancara dengan Hafiz Forqonul pada 23 September 2022, Pukul 

13.45 WIB 



 

 
 

menimbulkan bahaya disintegrasi bangsa. Sengketa yang 

bersifat politis tersebut antara lain disebabkan karena; 

1) Eksploitasi dan mendramatisi ketimpangan-ketimpangan 

keadaan penguasaan dan pemilikan kepada golongan 

ekonomi lemah. 

2) Tuntutan keadilan dan keberpihakan kepada golongan 

ekonomi lemah. 

b. Bentuk-bentuk sengketa pertanahan yang bersifat strategis 

antara lain: 

1) Tuntutan pengembalian tanah sebagai akibat 

pengambilan tanah pada jaman pemerintah colonial; 

2) Tuntutan pengembalian tanah gerapan yang sedang di 

kuasai oleh pihak lain; 

3) Penyerobotan tanah-tanah perkebunan; 

4) Pendudukan tanah asset instansi pemerintah; 

5) Tuntutan pemberian hak atas tanah bekas tanah partikelir 

yang diduduki rakyat; 

6) Tuntutan pengembalian tanah yang penggunanya tidak 

sesuai denga izin lokasi; 



 

 
 

7) Masalah-masalah yang timbul sebagai akibat dari 

kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan dalam 

skala besar/dsb. 

c. Sengketa pertanahan beraspek sosial dan ekonomi 

Masalah ini timbul sebagai akibat ketimpangan dan 

kecemburuan social dalam pemilikan tanah antara orang 

dengan orang, orang dengan badan hukum, badan hukum 

dengan badan hukum pemilik tanah luas (perusahaan). 

Adanya ketimpangan tersebut secara tajam dapat 

mendorong aksi masyarakat untuk menyerobot tanah yang 

bukan miliknya. Hal ini disebabkan kebutuhan masyrakat 

akan tanah untuk mendukung penghidupannya. 

Penyerobotan juga sering terjadi pada tanah kosong atau 

tanah-tanah terlantar. Hal ini didorong karena pemilik tanah 

tidak memperhatikan kewajiban dalam penggunaan 

tanahnya antara lain : 

1) Kewajiban untuk mengusahakan tanahnya secara aktif. 

2) Menambah kesuburan dan memelihara serta mencegah 

kerusakan tanahnya. 



 

 
 

3) Menjaga batas-batas tanahnya dan mengusahakan 

tanahnya sesuai dengan peruntukannya. Sengketa 

tersebut tidak hanya disebabkan kurang adanya 

pemerataan dan penguasaan dari pemilik tanah 

melainkan dapat juga disebabkan kurang tersedianya 

lapangan kerja. Sementara kebutuhan dalam kehidupan 

social menuntut untuk dipenuhi, maka pendudukan tanah 

walaupun secara tidak sah secara hukum, merupakan 

perbuatan karena keterpaksaan. 

d. Sengketa pertanahan yang bersifat keperdataan 

e. Sengketa pertanahan yang bersifat administratif 

Sengketa pertanahan yang bersifat administratif 

disebabkan adanya kesalahan dan kekeliruan penetapan hak 

dan pendaftarannya. Hal ini disebabkan karena hal-hal 

berikut: 

1) Kekeliruan penerapan peraturan; kekeliruan penetapan 

subyek hak; 

2) Kekeliruan penetapan obyek hak; 

3) Kekeliruan penetapan suatu hak; 



 

 
 

4) Masalah prioritas penerima hak atas tanah; 

5) Kekeliruan penetapan hak, luas dan batas; 

Sengketa ini pada umumnya bersumber pada 

kesalahan, kekeliruan maupun kekurang cermatan 

penetapan hak oleh pejabat administrasi (Badan Pertanahan 

Nasional), oleh karena itu penyelesaiannya dapat dilakukan 

secara administrasi. Dalam bentuk tindakan pembatalan, 

ralat atau perbaikan keputusan pejabat administrasi tersebut 

kurang memuaskan para pihak, sehingga oleh yang 

bersangkutan keberatannya tersebut diajukan atau dituntut 

kebadan peradilan.
39

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hafiz 

Forqonul selaku staf penataan pertanahan mengatakan: 

“…Dalam menanggulangi penyelesaian sengketa lahan pihak 

BPN berlandasakan dengan Peraturan Menteri ATR/BPN 

Nomor 21 tahun 2020, langka awal yang mana harus 

mengklarfikasi masalah tanah yang mana terbagai 3 tahap  

pertama Sengketa pertanahan yatu masalah pertanahan 

orang perorang , kedua Konflik pertanahan yaitu masalah 

pertanahan perorangan, badan hukum, dengan 

masyarakat, ketiga perkara pertanahan yaitu masalah 

                                                           
39 Wawancara dengan Hafiz Forqonul pada 23 September 2022, Pukul 

13.45 WIB 



 

 
 

pertanahan yang sudah/ sedang di selesaikan dengan jalur 

pengadilan/ litigasi. Termasuk di kategori yang mana 

lahan perkebunan sawit PT. Jatropha Solutions yang 

menjadi konflik/ sengketa tersebut. Dalam peneyelesaian 

konflik lahan yang di lakukan oleh BPN masalah 

penangan sengketa dan konflik yaitu melalui tahapan 

tahapan, yang mana tahapan tahapan sebagai berikut: a. 

Pengkajian kasus, b. Gelar awal, c. Penelitian d. Ekspos 

penelitian,  e. Rapat koordinasi, f. Gelar akhir, dan g. 

Penyelesaian kasus. Dengan penangan sengketa dan 

konflik dengan cara tahapan yang berurutan. Masalah 

waktu berapa lama penyelesaian konflik lahan perkebunan 

sawit oleh BPN BPN menyesuaikan kondisi para pihak 

yang terkait. Tidak terjadwal atau di tentukan waktu 

penyelesaian nya oleh pihak BPN. Kalau masalah 

hambatan yang di hadapi oleh BPN dalam menyelsaikan 

kasus konflik, persengketahan pertanahan sebenarnya bisa 

di katakan tidak ada hanya saja adanya di dalam proses 

penyelsaian konflik dan persengketaan para pihak yang 

tidak mengahdiri  panggilan dalam proses gelar kasus 

awal di kantor BPN itu saja. BPN tidak memberikan 

sangksi kepada pihak yang terakit permasalahan konflik 

lahan yang tidak mau mengalah karena merasa 

memunyaki hak atas tanah  tersebut namun di dalam 

pelaksanaan proses gelar kasus awal penyelesaian 

sengketa paertanahan kantor BPN memanggil para pihak 

yang bersengketa dan pihak lain yan terkait, kepala desa, 

lurah , RT setempat, untuk hadir di kantor BPN para pihak 

tersebut di persilakan untuk melakukan pemaparan atas 

sengketa dimaksud setelah itu BPN menanggapi 

berdasarkan data data yang telah dilakukan pengkajian 

serta meberikan saran penyelesaian terhadap para pihak. 

Apabila salah 1 pihak tidak hadir dalam gelar kasus 



 

 
 

tersebut BPN akan memanggil para pihak untuk gelar 

kasus awal sebnyak 3 kali dalam 3 kali panggilan yang di 

berikan oleh pihak terkait jika sudah melakukan gelar 

kasus awal sebanyak 3 kali tidak menemui titik temu/ para 

pihak terkait tidak hadir maka BPN akan membuat surat 

penyelesaian kasus, dengan menyelasikan jalur 

pengadilan negeri berdasarkan Peraturan Menteri 

ATR/BPN No 21 tahun 2020 di dalam pasal 17. Dalam 

menanggapi bagaimana penerapan perturan Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

alternatif penyelesaian sengketa sehingga di nilai masih 

belum memadai pihak BPN tidak bisa menanggapi karena 

di situ ada lembaga nya tersendiri namun dalam 

penyelesaian sengketa pertanahan BPN beracuan kepada 

Peraturan Menteri ATR/BPN No 21 tahun 2020.
40
…..“ 

Mungkin sebagian orang menganggap remeh persoalan 

tanah, padahal persoalan tanah harus tetap di perhatikan

  jangan sampai jatuh ketangan orang yang bukan haknya 

akibat kelalaian itu sendiri dan harus cepat dicarikan 

solusinya. Karena sengketa tanah sangat berpotensi 

terjadinya konflik antar ras, suku dan agama. Akibatnya 

harga diri harus di pertahankan. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sulaiman Efendi 

selaku Camat Pino Raya mengatakan: 

“…. Untuk peran kecamatan dalam menyelesaikan konflik 

lahan perkebunan yang terjadi di PT. Jatropha Solutions 

yang berlokasi di desa tanjung aur II, yaitu pihak 

kecamatan mempasilitasi dan memantau karena sebagian 

                                                           
40 Wawancara dengan Hafiz Forqonul pada 23 September 2022, Pukul 
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lahan tersebut punya wilayah kecamatan pino raya serta 

melakukan mediasi mempertemukan kedua belah pihak 

dengan mendampingi pemerintah desa setempat terhadap 

pihak yg terkait yaitu masyarakat dan pihak pursahan PT. 

Jatropah Solutions untuk penyelesaian masalah sengketa, 

konflik lahan tersebut. Untuk tahapan awal  yang di 

lakukan oleh kecamatan terhadap konflik lahan tersebut 

melakukan musyawarah mepertemukan kedua belah pihak 

yang terkait dan mengetahui kronologis awal kepemilikan 

tanah tersebut. Melakukan medaiasi dan musyawarah 

secara adat dengan yang di dampingi oleh pihak 

pemerintah desa dan tokoh adat, namun dengan cara 

tersebut tidak menemui titk temu penyelesaian konflik 

atau persengketaan tersebut pihak camat akan menyarakan 

proses penyelesaian nya ke ranah hukum.
41
…. “ 

 

Senada dengan Hafiz Forqonul selaku Staf Penataan 

Pertanahan di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten 

Bengkulu Selatan mengatakan: 

 

“…. Bahwa Penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi oleh 

BPN perlu dilandasi dengan kewenangan-kewenangan 

yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini 

penting sebagai landasan BPN untuk mediator didalam 

penyelesaian sengketa pertanahan, karena pertanahan 

dikuasai oleh aspek hukum publik dan hukum privat maka 

tidak semua sengketa pertanahan dapat diselesaikan 

melalui lembaga mediasi, hanya sengketa pertanahan 

yang dalam kewenangan sepenuhnya dari pemegang hak 

saja yang dapat diselesaikan melalui lembaga mediasi. 

Oleh karena itu, kesepakatan dalam rangka penyelesaian 

                                                           
41 Wawancara dengan Sulaiman Efendi pada 20 September 2022, 

Pukul 09.20 WIB 



 

 
 

sengketa melalui mediasi dilakukan pembatasan-

pembatasan hal yang dimaksudkan agar putusan mediasi 

tersebut tidak melanggar hukum serta dapat dilaksanakan 

secara efektif di lapangan.
42
….“ 

 

Berdasarkan  pernyataan yang  diungkapkan  dari  

hasil  wawancara  di atas penyelesaian sengketa tanah 

mencakup baik penanganan masalah pertanahan oleh BPN 

sendiri maupun penanganan tindak lanjut penyelesaian 

masalah oleh lembaga lain. Terkait dengan masalah 

pertanahan yang diajukan, BPN mempunyai kewenangan atas 

praksaranya sendiri untuk menyelesaikan permasalahan yang 

diamksud. Dasar hukum kewenangan BPN sebagaimana telah 

dikemukakan secara resmi, tercantum dalam Keputusan 

Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2001 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja BPN. 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dibenturkan 

dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria 

dan Tata Ruang/ Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 21 

Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus 
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Pertanahan, Sengketa Pertanahan adalah perselisihan tanah 

antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang 

tidak berdampak luas. 

Penanganan masalah pertanahan melalui lembaga 

mediasi oleh BPN biasanya didasarkan dua prinsip utama, 

yaitu: 

1. Kebenaran-kebenaran formal dari fakta-fakta yang 

mendasari permasalahan yang bersangkutan 

2. Keinginan yang bebas dari para pihak yang bersengketa 

terhadap objek yang disengketakan.
43

 

Dalam rangka penyelesaian masalah sengketa tersebut 

untuk membersihkan perlakuan yang seimbang kepada para 

pihak diberikan kesempatan secara trasparan untuk 

mengajukan pendapatnya mengenai permasalahan tersebut. 

Disamping itu, dalam kasus-kasus tertentu kepada mereka 

dapat diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri rumusan 

penyelesain masalahnya. Dalam hal ini BPN hanya 

menindaklanjuti pelaksanaan putusan secara administrative 
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sebagai rumusan penyelesaian masalah yang telah mereka 

sepakati. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yadi selaku 

Kepala Desa Tanjung Aur II mengatakan: 

“…. Mengenai asal usul tanah lahan perkebunan sawit PT. 

Jatropah Solutions tersebut yang saya ketahui dahulunya 

karena saya masih baru menjadi kepala desa, jadi data 

yang saya dapat dari kepemimpinan periode sebelumnya 

itu tanah Negara yang  yang diusulkan oleh pemohon 

yang bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit 

secara fisik oleh pemohon di nyatakan tidak tersngkut 

dalam suatu perkara sengketa serta tidak terdapat 

keberatan dari pihak lain yang di saksikan oleh kepala 

desa sebelumnya dan camat pino raya, diperoleh pemohon 

dan penyerahan tanah oleh masyarkat seluruhnya seluas 

lebih kurang 1005 hektar, yang mana telah di ganti rugi 

yang sudah menyerakan dan melepasakan hak pengusaan 

tanah dari masyarakat ke PT. Jatropah Solutions di tahun 

2009. Oleh PT. Jatropah Solutions yang telah menguasai 

tanah tersebut secara fisik mempunyai prioritas 

mengajukan hak guna usaha atas tanah, karena tidak ada 

penguasaan tanah dari pihak lain. Pihak PT terhadap tanah 

yang berasal dari penyerahan penguasaan masyarakat 

tersebut di lakukan pengukuran menjadi seluas 1.040.400 

hektar, namun dalam 1.040.400 hektar tersebut ternyata 

terdapat HGU yang berdiri di atas tanah masyarakat yang 

belum dilakukan ganti rugi yng berjumlah luas lahan 

tersebut seluas 16 hektar yng di luar HGU PT. Jatropha 

Solutions yang dimiliki sebanyak 5 orang masyarakat 

Desa Tanjung Aur II. Yang telah di garap oleh PT. 



 

 
 

Jatropah Solutions yang di tanami kelapa sawit di sinilah 

awal mula terjadi sengketa pertanahan antara masyarakat 

yang mengklim tanah tersebut hak pribadinya dengan PT. 

Jatropha Solutions. Mengenai peran pemerintah desa 

dalam penyelesaian konflik sengketa lahan perkebunan 

sawit yang di kelolah oleh PT. Jatropha Solutions dengan 

masyarakat, pemerintah melakukan salah satunya mediasi 

dengan pihak terkait mengadakan pertemuan terhadap 

pihak yang terkait serta mengadakan musyawarah secara 

adat dengan mnghadirkan pihak pihak yang terkait dan 

didampingi oleh pihak camat pino raya, tokoh adat, dan 

pihak kapolres Bengkulu Selatan serta masyarakat dan 

pimpinan PT. Jatropha Solutions. Yang bertujuan mencari 

penyelesaian masalah konflik yang terjadi. Tahapan yang 

dilakukan oleh desa terhadap konflik lahan yang terjadi 

pemerintah desa melakukan peninjauan ulang apakah 

benar itu tanah masyarakat atau hanya mengkalim saja 

dengan menunjukan bukti kepemilikan tanah tersebut 

berdasakan data. Solusi yang di sarankan oleh pemerinta 

desa  untuk masalah  persengketahan tersebut yang mana 

tanah tersebut sudah di garap dahulunya oleh PT karena 

terjadinya sengketa kepemilikan antara masyarakat terkait 

dengan PT. Jatropha Solutions  yang akhirnya tanah 

dulunya sudah di garap dan di tanami dengan kepala sawit 

di kosongkan kembali oleh PT. Jatropha Solutions, 

kondisinya saat ini menjadi lahan terbengkalai itu akan di 

lakukan pengukuran ulang oleh BPN dan disaksikan oleh 

pemerintah desa, camat dan masyarakat setempat yng 

terkait. Apabila memang betul itu tanah masyarakat yang 

termasuk HGU PT. Jatropha Solutions maka akan di 

kembalikan ke masyarakat dan apabila itu dahulunya 

lahan tidur yg belum jelas setatus ke pemilikan tapi di 

garap dengan masyarakat yang wilayahnya punya wilayah 



 

 
 

desa maka setatus tanah tersebut di kembalikan kepada 

desa dan akan di pertimbangkan sebaikanya tanah sebut di 

manfaatkan atau di kelolah agar berguna tidak 

terbengkalai.
44
….“ 

 

Senada dengan Mitri, Taswin, Titin, Nahir dan Kirin 

selaku pemilik tanah mengatakan: 

“…. Mengenai kenapa konflik atau persengketaan tanah 

tersebut bisa terjadi di karenakan pihak PT. Jatropha 

Solutions menggarap tanah mereka yang mana tanah 

tersebut bukan di dalam HGU PT. Jatropha Solutions dan 

ini jelas menyalahi aturan sehinggah kami menilai pihak 

PT. Jatropha Solutions melakukan penyerobotan tanah 

tanpa sepengetahuan kami dan belum melakukan 

musyawarah atau kesepatakan ke dua belah pihak yaitu 

pihak pemilik tanah seluas 16 hektar yg di miliki 5 orang 

warga desa tanjung aur II, kalau asal muasal tanah 16 

hektar tersebut itu dahulunya meamng di miliki oleh 

masyarakat yg sudah lama digarap atau di kelolah sebagi 

perkebunan kopi dari turun temurun oleh nenek moyang 

kami dan bukan di kawasan tanah Dinas Kehutanan 

Provinsi Bengkulu, peran kami selaku masyarakat 

memiliki hak atas tanah tersebut yaitu kami menuntut hak 

kami sebgai pemilik tanah dan di selesaikan secara resmi 

agar kami tidak merasa di rugikan oleh pihak PT. Jatropha 

Solutions
 
.
45
….. “ 

Berdasarkan kewenangan penyelesaian masalah 

dengan cara mediasi itu dapat memberikan pengaruh terhadap 
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putusan penyelesaian masalah sehingga disamping dapat 

mewujudkan keadilan dan kemanfaatan, sekaligus juga dalam 

rangka kepastian dan perlindungan hukum, dengan demikian 

mediasi oleh BPN bersifat autoriatif. 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Agraria Nomor 11 

Tahun 2016 tentang Penyelesaian sengketa Hak Atas Tanah 

bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan tetap dapat dimintakan permohonan termasuk 

melalui mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional perlu 

dilandasi dengan kewenangan-kewenangan yang sah 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini penting 

sebagai landasan BPN untuk menjadi mediator di dalam 

penyelesaian sengketa tanah, oleh karena itu pertanahan 

dikuasasi aspek hukum publik dan hukum privat, tidak semua 

sengketa pertanahan yang dalam kewenangan sepenuhnya dari 

pemegang hak yang dapat diselesaikan melalui lembaga 

mediasi dilakukan pembatasan-pembatasan. Hal ini 

dimaksudkan agar putusan mediasi tersebut tidak melanggar 

hukum serta dapat dilaksanakan secara efektif dilapangan. 



 

 
 

Apabila adanya penyelesaian pasti dengan sendirinya ada 

permasalahan yang harus diselesaikan, kasus tersebut 

bersumber pada sengketa perdata yang berhubungan dengan 

masalah tanah, dan dalam sengketa tersebut menyangkut 

pihak-pihak yaitu penggugat dan pihak tergugat. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ahmad Yani 

selaku Kabag Humas PT. Jatropha Solutions mengatakan: 

“…. Mengenai luas lahan yang di ajukan untuk HGU kepada 

BPN oleh PT. Jatropha Solutions yaitu 1005 hektar yg 

sudah di serahkan pengusaan oleh masyarakt kepada PT. 

Jatropha Solutions, namun setelah di ukur lansung oleh 

pihak BPN yang terjun ke lokasi secara menjadi 

1.040.400 hektar di dalam keputusan Kepala Badan 

Bertanahan Nasional  Republik Indonesia  Nomor: 

77/HGU/BPN  RI/2011 tentang pemberian hak guna 

usaha atas nama PT. Jatropha Solutions atas tanah di 

Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu Kepala 

Badan Bertanahan Republik Indonesia sebagaimana di 

uraikan dalam peta bidang tanah tanggal 9 Februari 2010 

Nomor lembar 48.1-18.125. Bahwa tanah yang di 

mohonkan berdasarkan telah dinas Kehutanan Provinsi 

Bengkulu terhadap peta kawasan hutan Kabupaten 

Bengkulu Selatan yang saya tau menurut data yg ada 

seblunya karena saya baru bertugas di PT. Jatropha 

Solutions, namun di dalam tanah seluas 1.040.400 hektar 

terdapat yang mana berberapa pihak masyarakat 

mengklim bahwa 16 hektar tanah mereka yang termasuk 

dalam HGU PT. Jatropha Solutions padahal tanah tersebut 



 

 
 

di luar HGU menurut masyarakat terkait. Jadi karena 

adanya sengketa tersebut pihak PT. Jatropha Solutions 

inisiatif untuk mengindari hal yang tidak di inginkan 

terjadi antara PT. Jatropha Solutions dan masyarakat, 

tanah yang sudah di garap dan di tanami dengan kelapa 

sawit tersebut terdapat di blok N dengan seluas 16 hektar 

di kosongkan kembali, pihak PT. Jatropha Solutions 

hanya bisa menggarap 1.024.400 hektar. Solusi yng di 

tawarkan oleh PT. Jatropha Solutions terhadap 

msayarakat tersebut menawarkan untuk melakukan 

perundingan penyelesaian sengketa tanah tersebut dengan 

melakukan  musyawarah kesepakatan kerja sama dalam 

pemanfaatan tanah yg terbengakali tersebut yang kini satu 

persatu sedang diusahkan penyelesaian sengketa tersebut 

yang mana tanahnya akan di ganti rugi. Kalau masalah 

tahapan pengurusan hak guna usaha dari pihak PT. 

Jatropha Solutions yang di lakukan adalah wajib 

mendaftarkan dalam buku tanah pada kantor pertanahan, 

melengkapi persayaratan kelengkapan dokumen yang 

telah di tentukan oleh peraturan menteri agraria/ kepala 

badan pertanahan nasional Nomor 9 Tahun 1999….. “ 

 

Dalam masalah sengketa tanah sepertinya dengan 

masalah sengketa perdata lainnya, umumnya terdapat seorang 

individu yang merasa haknya dirugikan atau dilanggar oleh 

seorang individu lainnya. Pada umumnya prosuder 

penyelesaian sengketa tanah melalui lembaga melalui 

dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa yaitu 



 

 
 

dengan jalan menunjuk BPN sebagai seorang mediator yang 

disaksikan oleh saksi-saksi. 

Diagnosis sengketa penting untuk membantu para 

pihak untuk mencapai mufakat. Peran penting mediator yaitu : 

1. Melakukan diagnosis konflik 

2. Identifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis ; 

3. Menyusun agenda; 

4. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi; 

5. Mengajar para pihak dalam proses keterampilan tawar 

menawar; 

6. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting 

7. Penyelesaian masalah untuk menciptakan pilihan-pilihan. 

8. Diagnosis sengketa untuk memudahkan penyelesaian 

problem.
46

 

Penyelesaian di Badan Pertanahan Nasional 

mempunyai tujuan yang sangat penting untuk melaksanakan 

dan mengembangkan administrasi pertanahan. Dalam 

melaksanakan tugas tersebut, penyelelasaian masalah tanah 
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merupakan salah satu fungsi yang menjadi kewenangan 

Kantor Badan Pertanahan Nasional. Untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan dalam menangani sengketa pertanahan 

BPN Kabupaten Bengkulu Selatan mempunyai Strategi 

Khusus antara lain: 

a. Meningkatkan kemampuan dan SDM yang ada yang 

melalui keikutsertaan dalam diklat-diklat fekmis seperti 

Diklat Kuasa Hukum dan Diklat Mediator baik yang 

diselenggarakan BPN ataupun lain dari luar BPN. 

b. Melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk mengadukan 

permasalahan Tanah yang dihadapi baik secara langsung ke 

loket pengaduan Masalah Tanah maupun secara tertulis 

Kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional. 

c. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa 

penanganan masalah pertanahan khususnya melalui jalur 

mediasi tidak di pungut biaya upaya sehingga masyarakat 

mempunyai antusias untuk menyelesaikan masalahnya.
47
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B. Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu 

Selatan Dalam Menanggulangi Penyelesaian Konflik 

Lahan kajian fiqh siyasah dusturiyah 

Dalam pengertian siyasah dusturiyah terhadap Peran 

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan 

Dalam Menanggulangi Penyelesaian Konflik Lahan, tentu 

banyak hal yang mengatur dalam pijakan BPN mengenai 

menyelesaikan konflik lahan, ditinjau dari kata siyasah yang 

mempunyai arti mengatur, mengurus dan memerintah, 

memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. 

Di dalam siyasah dusturiyah masalah perundang-undangan 

Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat, dasar tentang 

bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara 

pemilihan kepala, batasan kekuasaan yang lazim bagi 

pelaksanaan urusan umat, serta hubungan antar penguasa dan 

rakyat menyangkut hal-hal yang mendasar dari suatu 

pemerintahan yaitu keharmonisan bubungan antara warga 

negara dengan pemimpinnya untuk memenunhi kebutuhannya. 



 

 
 

Dalam melaksanakan kewajiban tersebut, seorang 

pemimpin harus adil dalam menetapkan apa yang menjadi 

kebijakannya, termasuk dalam menyelesaikan permasalahan 

konflik lahan. Seperti pada permasalahan konflik lahan antara 

masayarakat dengan pihak PT, BPN dibantu dengan Perangkat 

Desa berusaha untuk menerapkan hukum diantara pihak-pihak 

yang bersengketa dan menyelesaikan perselisihan, sehingga 

keadilan terlaksana secara merata. 

Analisis pertama, dalam menyelesaikan konflik lahan, 

BPN yang mana berperan sebagai lembaga yang 

menyelesaikan urusan sengketa lahan berusaha menyelesaikan 

permasalahan sengketa lahan tersebut dengan adil sehingga 

tidak menambah keributan diantara pendapat masyarakat Desa 

dengan pihak PT dengan jalan musyawarah, dan pendekatan 

kepada warganya, BPN menerapkan hukum diantara pihak-

pihak yang bersengketa dan menyelesaikan perselisihan, 

sehingga keadilan terlaksana secara merata. 



 

 
 

Demikian pula dengan kewajiban imam atau 

pemimpin, yang dikemukakan oleh Al-Mawardi sebagai 

berikut: 

1. Melindungi keutuhan agama sesuai dengan prinsip-

prinsipnya yang ditetapkan dan apa yang telah disepakati 

oleh umat salaf.  ika muncul pembuat bid’ah atau orang 

sesat yang membuat syubhat tentang agama, ia menjelaskan 

hujjah kepadanya, menerangkan yang benar kepadanya, dan 

menindakkan sesuai dengan hak-hak dan hukum yang 

berlaku, agar agama tetap terlindungi dari segala 

penyimpangan dan ummat terlindungi dari hal yang sesat; 

2. Menerapkan hukum diantara pihak-pihak yang bersengketa 

dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan 

terlaksana secara merata; 

3. Memelihara dan menjaga kemanan negara agar manusia 

dapat hidup tentram dan tenang berusaha mencari 

kehidupan, serta bepergian dengan aman, tanpa ada 

gangguan terhadap jiwanya atau hartanya; 



 

 
 

4. Menegakkan hukum-hukum Allah agar orang tidak berani 

melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari 

segala kerusakan; 

5. Melindungi daerah-daerah perbatasan dengan benteng yang 

kokoh, dan kekuatan yang tangguh hingga musuh tidak 

mampu menyerang dan menumpahkan darah muslim serta 

merusak kehormatan orang-orang muslim; 

6. Memerangi orang yang menentang Islam setelah dilakukan 

dakwah dengan baik-baik tetapi dia tidak masuk Islam dan 

tidak pula jadi kafir dzimi; 

7. Memungut fai (harta yang didapatkan dari kau muslimin 

tanpa pertempuran) dan sedekah-sedekah sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan syariat atas dasar nash atau ijtihad 

tanpa ragu; 

8. Menentuka kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-

orang yang berhak menerimanya dari baitul mal (kas 

negara) tanpa berlebih-lebihan dan membayarkannya tepat 

pada waktunya; 



 

 
 

9. Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur 

dalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan 

pengurusan kekayaan negara kepada mereka. Agar 

pekerjaan dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli, 

dan harta negara diurus oleh orang yang jujur; 

10. Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung di 

dalam membina umat dalam menangani segala persoalan 

dan melindungi agama.
48

 

Analisis kedua, adapun langkah yang diambil BPN 

dalam menyelesaikan permasalahan atau perselisihan 

masyarakat Desa Tanjung Aur II dengan PT. Jatropha 

Solutions, yaitu dengan musyawarah yang diharapkan dapat 

mendatangkan keadilan, dengan saling menerima pendapat 

dari pihak-pihak yang menyelesaikan permasalahan tersebut, 

baik dari pihak Desa dengan PT tersebut. Dan hasilnya dapat 

diterima dengan adil oleh pihak-pihak tersebut. Beberapa ayat 

suci al-Quran yang dapat dijadikan rujukan dalam 

menyelesaikan permasalahan dengan jalan musyawarah agar 
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tercapai hasil yang adil sebagai berikut. Allah berfirman dalam 

surat Ali-Imran ayat 159: 

وَلَوْ كُنْتَ فَظِّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لََنْ فَضُّوْا مِنْ  ٓ  فبَِمَا رحَْمَةٍ مِّنَ اللّّٰهِ لنِْتَ لَهُمْ 

هُمْ وَاسْتَ غْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الََْمْرِ  ٓ  حَوْلِكَ  فاَِذَا عَزَمْتَ  ٓ  فاَعْفُ عَن ْ

لْ عَلَى اللّّٰهِ  لِيْنَ اِنَّ اللّّٰهَ يُحِبُّ الْمُ  ٓ  فَ تَ وكََّ تَ وكَِّ  

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu 

berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu 

bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka 

menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah 

mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 

bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. 

Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka 

bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai 

orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.
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Dalam ayat tersebut berisikan anjuran untuk bersikap 

lemah lembut agar dapat menghadapi perselisihan, dan jika 

menggunakan keras, tidak terpuji dan kasar dalam menghadapi 

perselisihan maka, orang-orang yang ada disekitar akan 

menghindar dan menjauh. Hal ini harus dilakukan oleh 

seorang pemimpin dalam melakukan penyelesaian agar tetap 

bijaksana, lemah lembut dan tidak menggunkan tindakan kasar 
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dalam bertindak. Agar setiap rakyatnya tidak menghindari 

pemimpinnya. Serta gunakanlah musyawarah dan pendapat 

pikiran untuk menyelesaikan persoalan untuk memilih 

ketetapan yang akan dijalankan bersama. Setelah memilih apa 

yang menjadi hasil musyawarahnya, maka tetaplah berada di 

jalan Allah. Seperti yang telah dilakukan oleh BPN Kabupaten 

Bengkulu Selatan lebih mengutamakan pendapat bersama 

dengan jalan musyawarah, apakah tindakan yang akan diambil 

untuk menyelesaikan permasalahan ini baik untuk bersama. 

Hal ini seperti perintah Allah SWT dalam firmannya, 

Al-Qur’an yakni Surah an-Nisa’ ayat dra 

نّٰتِ اِلّٰ  ۞ هَ يأَْمُركُُمْ اَنْ تُ ؤَدُّوا الََْمّٰ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَ يْنَ  ٓ  لِهَاى اَهْ ٓ  اِنَّ اللّّٰ

ا يعَِظُكُمْ بِه ٓ  النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا باِلْعَدْلِ   كَانَ  اللّّٰهَ  اِنَّ  ٓ   ٓ  اِنَّ اللّّٰهَ نعِِمَّ

عًا رًابَصِ  ٓ  سَمِي ْ ي ْ  

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 

menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, 

dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara 

manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-



 

 
 

baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Mendengar lagi Maha Melihat.
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Ayat ini walaupun datang dengan sebab khusus tetapi 

umumnya berlaku disebabkan  persamaan  di  antaranya  (dan  

apabila  kamu  mengadili  di  antara manusia)  maka  Allah  

menitahkanmu  (agar  menetapkan  hukum  dengan  adil). 

Yang mana ditujukan kepada seorang pemimpin yang 

sedang berlaku adil dalam menetapkan  hukum  kepada 

rakyatnya.  Sesungguhnya  Allah  amat  baik sekali karena 

memberikan sesuatu yang amat baik, yaitu nasihat yang 

diberikan-Nya kepadamu untuk menyampaikan amanat dan 

menjatuhkan putusan secara adil. (Sesungguhnya Allah Maha 

Mendengar) akan semua perkataan (lagi Maha Melihat) segala 

perbuatan.
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Dalam ayat tersebut, berisi tentang kewajiban untuk 

berlaku adil dalam menetapkan hukum yang ditetapkan, 

termasuk kepada seorang pemimpin dalam menetapkan hukum 

di tengah suatu perselisihan untuk masyarakat yang 

                                                           
50 Al-Quran Terjemahan, Departemen Agama RI, Bandung: CV Darus 

Sunnah, 2015 
51 Qur’an sn Word a an-Nisa 58 :Tafsir Indonesia 



 

 
 

dipimpinnya.  Dan  juga  ayat  tersebut  memerintahkan  

kepada  kaum  muslimin untuk patuh kepada Allah SWT, 

dengan diperintahkan Allah bertujuan untuk kemaslahatan 

umat. Melaksanakan ajaran-ajaran yang dibawa oleh 

Rasulullah SAW pembawa amanat dari Allah SWT untuk 

dilaksanakan oleh segenap hamba-hambanya. Serta patuh 

kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan ulil amri 

adalah orang-orang yang memegang kekuasaan di antara 

mereka. Termasuk mentaati kebijakan seorang pemimpin, 

BPN dalam memberikan kebijakan atas permasalahan 

warganya yang berdasar toleransi dalam menetapkan  solusi  

permasalahan,  yang  bertujuan  untuk  memberikan  contoh 

kepada masyarakat bahwa mewujudkan keadilan dengan cara 

menerima keadaan sesama manusia dengan segala perbedaan 

agar terciptanya perdamaian dan keadilan. 

Analisis ketiga, Kepala Desa Tanjung Aur II, dalam 

menyelesaikan permasalahan tersebut juga tidak 

mempermasalahkan Agama yang dianut oleh warga, karena 

mengingat setiap manusia memiliki cara sendiri untuk bisa 



 

 
 

mentaati perintah Tuhan, karena hal tersebut berkaitan dengan 

hati nuraninya sebagai makhluk Tuhan. Tidak ada tukar-

menukar dengan pengikut agama lain dalam hal peribadahan 

kepada Tuhan. Inilah jalan terbaik dalam hal toleransi antar 

umat beragama dalam urusan peribadahan kepada Tuhan. 

Meski warga tersebut bukan beragama Islam, Kepala Desa 

tetap berusaha adil untuk rakyatnya agar sejahtera dan tenang 

tinggal di Desa Tanjung aur II. Firman Allah dalam surah Al-

Kafirun ayat 6: 

 لَكُمْ دِيْ نُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ 

Artinya: Untukmu agamamu, dan untukkulah, 

agamaku.
52

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52 Al-Quran Terjemahan, Departemen Agama RI, Bandung: CV Darus 

Sunnah, 2015 



 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1.  Setelah penulis melaksankan penelitian di BPN Kabupaten 

Bengkulu Selatan, Kecamatan Pino Raya, Desa Tanjung 

Aur II dan PT. Jatropha Sultions, dimana dalam 

penyelesaikan sengketa lahan pertanian perkebunan sawit 

telah dilaksankan mediasi oleh para pihak untuk 

mendapatkan solusi agar tidak terjadi konflik, namun 

sampai pada saat ini belum ada kesepakatan dalam 

menyelesaikan sengeketa lahan perkebunan sawit tersebut, 

hal ini dikarenakan pihak PT dan masyarakat masih 

mengklaim haknya masing-masing yaitu pihak PT masih 

mempertahankan HGU yang telah diterbitkan oleh BPN 

sedangkan masyarakat tetap mengklaim tanah seluas 16 

hektar, hal ini seharusnya dapat diselesaikan dengan tindak 

lanjut oleh pihak Desa, Kecamatan dan BPN agar 

kedepannya tidak terjadi konflik. 
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2. Dalam pandangan fiqh siyasah, khusunya siyasah 

dusturiyah yang mengatur bagaimana hubungan antara 

penguasa dengan rakyatnya, dan sudah diterapkan oleh 

BPN Kabupaten Bengkulu Selatan dalam menyelesaikan 

perselisihan sengketa tanah dan sesuai tugas dan kewajiban 

pemimpin dalam menyelesaikan perselisihan rakyatnya, 

dan menerapkan hukum diantar pihak-pihak yang 

berselisih. Allah berfirman dalam surat Ali-Imran ayat 159: 

وَلَوْ كُنْتَ فَظِّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لََنْ فَضُّوْا  ٓ  فبَِمَا رحَْمَةٍ مِّنَ اللّّٰهِ لنِْتَ لَهُمْ 
هُمْ وَاسْتَ غْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الََْمْرِ  ٓ  مِنْ حَوْلِكَ  فاَِذَا  ٓ  فاَعْفُ عَن ْ

لْ عَلَى اللّّٰهِ  لِيْنَ  اِنَّ  ٓ  عَزَمْتَ فَ تَ وكََّ اللّّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَ وكَِّ  
Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu 

berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya 

kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah 

mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena 

itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi 

mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka 

dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah 

membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada 

Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 

yang bertawakkal kepada-Nya. 

 

 

 

 



 

 
 

B. Saran 

1. Saran yang dapat diberikan mengenai penyelesaian 

sengketa di BPN sebagai mediator berperan penting 

memaksimalkan tugas sebagai penengah atau pihak ketiga 

dalam penyelesaian sengketa bagi para pihak ingin 

menyelesaikan perkara di Kantor Badan Pertanahan 

Nasional begitu pula dengan pelaksanaan penyelesaian 

sengketa diluar BPN, baik itu Kepala Desa dan jajarannya, 

tokoh masyarakat, ulama maupun pejabat yang berwenang 

menyelesaikan sengketa harus menjadi mediator yang baik 

dan harus disepakati serta tersurat tidak memihak demi 

terciptanya Keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum. 

2. Harapan warga setempat agar merealisasikan bagaimana 

upaya-upaya mereka agar dapat dibantu oleh pemerintah 

seperti Badan Pertanahan Nasional yang kemudian dapat 

dilaksankan dengan baik dan kedepan agar bekurangnya 

permasalahan tanah yang terjadi didaerah setempat agar 

kiranya tidak terjadi lagi. 



 

 
 

3. Seharusnya pihak masyarakat dan PT bertemu langsung 

harus didampingi oleh pihak pemerintah desa, kecamatan 

dan kabupaten dalam hal ini pihak BPN Bengkulu Selatan 

dalam menyelesaikan sengketa, harus membuat perjanjian 

yang secara tertulis agar masing-masing pihak tidak 

mengklaim kembali persengketa tersebut. 
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